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Alhamdlillahirabbil’alamin., Asshalatu Wassalamu’alaa Rasulillah 
Amma Ba’du. Segala puji bagi Allah ‘Azza wa Jalla atas segala nikmat 
yang dikaruniakan kepada penulis. Selesainya skripsi ini adalah salah 
satu nikmat yang Allah ‘Azza wa Jalla karuniakan diantara milyaran nikmat 
yang telah Allah ‘Azza wa Jalla hadiahkan.  
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Rasulullah Shallallahu’alaihi wa Sallam, tauladan terbaik umat, manusia 
yang Allah „Azza wa Jalla ciptakan dengan segala kesempurnaan 
aqidahnya, keindahan akhlaknya dan juga fisiknya. Dengan mempelajari 
perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu’alaihi wa Sallam maka 
kelirulah seseorang yang mengatakan “no body perfect”. Karena syariat 
yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu’alaihi wa Sallam datang dengan 
sempurna dari segala aspek, tidak membutuhkan makhluk untuk 
menyempurnakan atau mengaturnya, sebab syari‟at tersebut datang dari 
sisi Allah ‘Azza wa Jalla. 
Skripsi ini berjudul ”Analisis Kesiapan Pemerintah Desa dalam 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Desa Tongke-Tongke 
Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai”.  Penulis menyusun skripsi 
ini sebagai karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat memperoleh 
gelar kesarjanaan pada departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, 






Penulis menyadari begitu banyak kekurangan dalam penyusunan 
skripsi ini. Cita-cita memberikan karya terbaik kepada umat dan bangsa 
belum bisa terpenuhi dengan segala kekurangan yang penulis miliki. 
Dengan penuh kelapangan, penulis menerima segala kritik dan saran 
yang membangun untuk karya-karya kedepannya, Insyaa Allah.  
Pada kesempatan yang indah ini, penulis mengucapkan Syukron 
wa jazaakumullahu khairan katsiran kepada kedua orang tua penulis, 
ayahanda Adam dan ummi tercinta Harta yang telah memberikan 
dukungan dan semangat serta lantunan harapan besar untuk masa depan 
ananda melalui doa-doa indah yang senantiasa dipanjatkan oleh 
keduanya. Semoga Allah ‘Azza wa Jalla menganugerahkan kesabaran 
yang besar kepada keduanya. Semoga Allah ‘Azza wa Jalla mengasihi 
mereka sebagaimana keduanya mengasihi penulis sedari kecil. Terima 
kasih yang sebesar-besarnya, Syukron wa jazaakumullahu khairan 
katsiran kepada kakak-kakak tercinta, Kakanda Ridwan, Kakanda 
Irmawati, Kakanda Tamsil, Kakanda Kaharuddin, Kakanda Huzaemah, 
dan Kakanda Husrawati atas segala dukungan baik dukungan moril 
maupun dukungan materiil kepada adik bungsumu ini. Semoga Allah 
‘Azza wa Jalla senantiasa memberkahi dan menjaga kalian kapan dan 
dimanapun kalian berada.  
Pada kesempatan yang indah ini pula, penulis mengucapkan 
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Desa di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten 
Sinjai”, dibawah bimbingan Dr.H.Nurlinah, M.Si dan Rahmatullah, 
S.IP, M.Si 
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui kesiapan pemerintah desa dalam 
pengelolaan keuangan dan aset desa di Desa Tongke-Tongke, 
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis data 
primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Adapun fokus penelitian ini membahas kesiapan pemerintah 
desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, yaitu: kesiapan 
organisasi, kesiapan sistem, kesiapan sumber daya manusia dan 
kesiapan sarana dan prasarana. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1). kesiapan pemerintah desa 
Tongke-Tongke dalam pengelolaan keuangan desa cukup baik dilihat dari 
kesiapan organisasi yang sudah terpenuhi, kesiapan sistem yang sudah 
ada, dan kesiapan sarana dan prasarana yang cukup memadai. 
Walaupun dalam kenyataaanya masih ada beberapa kekurangan seperti 
minimnya kualitas SDM pemerintah desa, yang disebabkan minimnya 
pelatihan yang diberikan terkait pengelolaan keuangan desa. (2). 
Kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa yang belum baik 
dilihat dari kesiapan organisasi, sistem dan sarana prasarana yang belum 
terpenuhi, kesiapan SDM yang kurang mumpuni. Hal ini disebabkan oleh 
Aset desa Tongke-Tongke sangat sedikit sehingga pengelolaannya 
dikesampingkan dan dilakukan seadanya saja. Peraturan perundang-
undangan terkait pengelolaan aset desa belum pernah disosialisasikan 
kepada pemerintah desa sehingga pengelolaan aset desa dilakukan 
seperti sebelum-sebelumnya dan belum mengacu pada UU desa terbaru.  
  
Kata kunci: Kesiapan, Pemerintah Desa, Pengelolaan, Keuangan desa, 







ANALYSIS OF READINESS  OF VILLAGE ADMINISTRATION IN 
FINANCE AND ASSET MANAGEMENT RURAL VILLAGE IN THE 





HARNIDA (E12112006), Governance Studies, Political and 
Government Science Department, Faculty of Sosial and Political 
Sciences, Hasanuddin University.  Writing her thesis with the title 
“Analysis of Readiness of Village Administration in Finance and 
Asset Management Rural Village Tongke-Tongke, Sinjai East, District 
Sinjai”, under the guidance of  Dr.H.Nurlinah, M.Si dan Rahmatullah, 
S.IP, M.Si 
 
 This study aims to determine the readiness of the village 
administration in finance and asset management in the village of Desa 
Tongke-Tongke, District East Sinjai, Sinjai. 
 This study used a qualitative approach to the type of secondary 
and primary data obtained through interviews, observation, and 
documentation. The focus of the research is to discuss the readiness of 
the village administration in financial management and asset villages, 
namely: organizational readiness, system readiness, readiness of human 
resources and the readiness of facilities and infrastructure. 
 The results showed that: (1). the readiness of the village Tongke-
Tongke in the management of village finances pretty good views of the 
readiness of the organization are met, the readiness of the existing 
system, and the readiness of facilities and infrastructure are sufficient. 
Although, there are still some shortcomings such as the lack of human 
resources quality of village government, which is due to lack of training 
provided related to financial management of the village. (2). Readiness 
village government in the management of village assets that have not 
been good views of the readiness of the organization, systems and 
infrastructure that have not been met, readiness less qualified human 
resources. This is caused by the Asset-Tongke Tongke village so small 
that management disregarded and do sober. Legislation related to asset 
management has never been socialized village to village government so 
that management of village assets performed as before and do not refer to 
Law newest village. 
  
Keywords: Readiness, the Village Government, Management, Finance 
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1.1 Latar Belakang 
Desa merupakan entitas sosial politik yang sangat penting dan 
memiliki karakteristik unik dalam struktur formal kelembagaan 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa 
juga merupakan entitas terdepan dalam segala proses pembangunan 
bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan keberadaan desa 
yang telah ada jauh sebelum Negara Indonesia itu berdiri. Sebagai 
bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) 
menyebutkan bahwa ―Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih 
kurang 250 ―Zelfbesturende landschappen‖ dan 
―Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di 
Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. 
Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya 
dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara 
Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa 
tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah 
itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut‖. (BPKP, 
2015: 10). Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan 
diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
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Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Membangun desa berarti membangun sebagian 
besar penduduk Indonesia. Hal ini mudah dimengerti karena lebih 
dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa 
seluruh Indonesia.  
Dalam sejarah pengaturan perundang-undangan tentang 
Desa, telah ditetapkan beberapa aturan tentang Desa, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok 
Pemerintahan Daerah; 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan Daerah; 
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok 
PemerintahanDaerah; 
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja 
Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya 
Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia; 
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan di Daerah; 
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 
Desa; 




8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. 
Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut 
belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan 
masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 
73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) 
kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini 
berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, 
terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum 
adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta 
kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan 
kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya 
yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Huda dalam Budiarti, (2016: 24) 
Oleh sebab itu, untuk mengatasi berbagai permasalahan yang 
terjadi dalam wilayah desa dan mewujudkan kemandirian serta 
kesejahteraan bagi wilayah desa maka pemerintah pada Tahun 2014 
mengeluarkan kebijakan perundang-undangan baru yaitu Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut terdiri dari 16 
bab dan 122 pasal serta bagian penjelasan ini mengatur materi 
mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan 
Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
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Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, 
Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan 
Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja 
Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat 
Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. 
Keluarnya Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa, merupakan upaya untuk semakin mewujudkan semangat 
otonomi daerah hingga pada level pemerintahan desa. Munculnya 
undang-undang desa tersebut semakin memberi keleluasaan kepada 
desa untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian 
dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh desa. 
Banyak sisi positif yang diharapkan dengan munculnya undang-
undang desa tersebut, akan tetapi disisi lain juga dikhawatirkan akan 
memunculkan banyak permasalahan ketika pemerintah, baik pusat 
maupun daerah tidak menyikapi dengan baik konsekuensi dengan 
munculnya undang-undang desa tersebut. Penataan di berbagai 
bidang harus dilakukan untuk menyambut implementasi undang-
undang desa tersebut mulai dari evaluasi kinerja di masa lalu 
masing-masing desa hingga penyusunan sistem pengukuran kinerja 
baru yang lebih bersifat strategis. 
Undang-Undang  ini telah menandai dimulainya suatu era 
menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan 
pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. 
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Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah disahkan pada 
tanggal 15 Januari 2014 memberikan tuntutan kesiapan 
pemerintahan desa yang cakap dan tangguh guna menyongsong 
pelaksanaan Undang-Undang Desa terbaru tersebut. 
Dalam pelaksanaan Undang-Undang ini, pemerintah yang 
menangani urusan desa yakni Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi telah 
mengeluarkan dua produk hukum turunan UU No. 6 Tahun 2014 
Tentang Desa. Dua produk hukum tersebut yaitu Peraturan 
Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang 
kini sudah diganti menjadi PP No. 47 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 Tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa serta PP No. 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kini 
juga sudah dirubah menjadi PP No. 22 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan No. 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  
Kedua Kementerian tersebut juga mengeluarkan produk 
hukum turunan dari kedua PP tersebut. Kemendagri mengeluarkan 
aturan sebagai berikut: 
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1. Permendagri No. 111 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis 
Peraturan di Desa. 
2. Permendagri No. 112 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala 
Desa. 
3. Permendagri No. 113 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa. 
4. Permendagri No. 114 Tahun 2015 Tentang Pembangunan 
Desa. 
5. Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset 
Desa 
Adapun produk hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Desa, PDT dan Transmigrasi adalah sebagai berikut: 
1. Permendesa, PDT dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 
Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul 
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 
2. Permendesa, PDT dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 
Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan 
Keputusan Musyawarah Desa. 
3. Permendesa, PDT dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 
Tentang Pendampingan Desa 
4. Permendes, PDT dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 
Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan 
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. 
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5. Permendesa, PDT dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 
Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 
2015. 
6. Permendesa, PDT dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2015 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi. 
Dalam konteks UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang di sebut dengan 
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. Pada pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa 
dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang: 
a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; 
c.  memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset 
Desa; 
d. menetapkan Peraturan Desa; 
e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
f. membina kehidupan masyarakat Desa; 
g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 
h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala 




i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; 
j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan 
negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
k.  mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 
l. memanfaatkan teknologi tepat guna; 
m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; 
n. mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk 
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 
o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Salah satu hal yang paling penting dalam Undang-undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu adanya aturan khusus yang 
terkandung didalamnya mengenai dana desa. Hal ini menjadi 
harapan baru bagi masyarakat desa karena sejak otonomi desa 
diberlakukan pasca reformasi melalui Undang-undang Nomor  22 
Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah maupun Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, perhatian 
pemerintah lebih terfokuskan pada pemenuhan hak-hak otonomi 
kabupaten/kota, sedangkan desa lebih sebagai komoditas politik 
pemilihan kepala daerah sehingga dana yang diberikan untuk 
pembangunan wilayah desa dianggap sangat minim dan hanya 
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cukup belanja operasional pemerintahan. Huda dalam Budiarti  
(2016: 26). 
Pelaksanaan UU desa dan aturan turunan yang telah 
ditetapkan diatas, membutuhkan kesiapan seluruh elemen 
pemerintahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, 
pemerintah kabupaten sampai pada pemerintah desa. Terkhusus 
untuk pemerintahan desa, dituntut untuk mampu mengembangkan 
kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa  sebagai garda 
terdepan dalam pelaksanaan UU desa.  
UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya 
telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam 
mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang 
dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan 
milik desa. Dalam Juklak Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan 
Keuangan Desa yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan, dijelaskan bahwa dalam APBN-P 
2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun 
kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang 
ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 
desa. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki 
Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi 
Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; 
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dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. (BPKP, 
2015:16) 
Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai 
dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah 
desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata 
pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. 
Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan 
pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan desa 
merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. 
Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan 
keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa 
teraktualisasi seiring  dengan bergulirnya  perubahan yang 
senantiasa terjadi. Meningkatnya kualitas kapasitas Pemerintahan 
Desa melalui pengembangan kapasitas Pemerintahan Desa akan 
memberikan peluang yang besar bagi terlaksananya segala bentuk 
kegiatan pembangunan desa secara efektif dan efesien. 
Kesiapan merupakan hal utama yang harus dilakukan baik 
oleh individu maupun oleh organisasi dalam melakukan sesuatu. 
Berkaitan dengan hal ini, kesiapan yang dimaksud adalah kesiapan 
pemerintah desa dalam menjalankan kebijakan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terkhusus pada pengelolaan 
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keuangan dan aset desa. Kesiapan pemerintah desa merupakan 
masalah utama dalam implementasi kebijakan Undang–undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini dikarenakan tanpa 
adanya kesiapan pemerintah desa maka target Undang Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak akan tercapai sesuai 
dengan yang di cita-citakan oleh Negara. 
Kaitannya dengan pemerintahan desa, dalam hal pengelolaan 
keuangan desa di Kabupaten Sinjai, pemerintah kabupaten telah 
menerbitkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan bupati 
(Perbup) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan. Adapun peraturan 
yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa adalah Perda 
No 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah, Perbup No 59 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan 
Dana Desa, Perbup No 67 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata 
Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. 
Salah satu desa yang ada di Kabupaten Sinjai adalah Desa 
Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur. Desa Tongke-Tongke 
merupakan desa yang baru terbentuk pada tahun 2003, dimana 
sebelumnya termasuk dalam wilayah Kelurahan Samataring. Desa 
yang terletak di pesisir ini menyimpan banyak potensi yang belum 
dikelola secara serius oleh pemerintah.  
Dalam pengelolaan keuangan dan aset desa di Desa Tongke-
Tongke, terdapat beberapa permasalahan. Dalam pengelolaan 
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keuangan, masalah yang muncul diantaranya penyusunan Rencana 
Anggaran Belanja (RAB)  yang dikerjakan bukan oleh pemerintah 
desa, melainkan pihak ketiga dan keterlambatan dalam membuat 
laporan pertanggungjawaban keuangan desa sehingga dapat 
membuat keterlambatan pencairan dana untuk tahap selanjutnya. 
Pengelolaan aset desa pun tidak luput dari masalah, diantaranya 
pemerintah desa tidak mampu mengidentifikasi aset-aset desa 
Tongke-Tongke dan aset-aset strategis di desa dikuasai oleh Pemda 
dan dinas terkait, bahkan pemerintah desa tidak ada andil sama 
sekali dalam pengelolaan aset tersebut. Hal ini terindikasi kuat 
karena belum siapnya pemerintah desa dalam pelaksanaan UU desa 
ini, terkhusus dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Ditambah 
lagi aratur pemerintahan desa Tongke-Tongke masih minim 
pengetahuan terkait UU desa, bahkan terkesan mengetahui tentang 
UU desa ini baru sampai kulitnya saja.  
Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian mengenai ―Analisis Kesiapan Pemerintah 
Desa dalam Pengeloaan Keuangan dan Aset Desa di Desa 




1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, pokok 
permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan 
keuangan di desa Tongke-Tongke  Kecamatan Sinjai Timur 
Kabupaten Sinjai?  
2. Bagaimana kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan aset 
di desa Tongke-Tongke  Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten 
Sinjai?  
1.3 Tujuan Penelitian  
Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang telah 
dikemukakan penulis, maka dalam hal ini yang menjadi tujuan 
dilaksanakannya penelitian adalah untuk memberikan gambaran 
mengenai kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan 





1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Manfaat Akademik 
Hasil  penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan 
referensi  dan  acuan  pembelajaran  bagi  pihak-pihak  yang  
membutuhkan  dalam penelitian ilmu pemerintahan atau pihak 
lainnya maupun  pengembangan konsep ilmu pemerintahan 
khususnya yang berkaitan dengan kesiapan pemerintah dalam 
keuangan dan aset desa. 
2. Manfaat Dunia Praktis 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
input bagi Pemerintah Desa Tongke-Tongke atau pihak lain yang 








Tinjauan pustaka merupakan panduan penulisan dalam aspek 
konseptual - teoritis. Pada bagian ini akan dipaparkan berbagai konsep 
teori yang dijadikan sebagai alat analisis permasalahan yang diangkat. 
Adapun landasan konsep yang akan dijelaskan ialah konsep desa, 
pemerintah desa, pengelolaan keuangan desa dan aset desa serta 
kesiapan pemerintah desa. 
2.1  Konsep Desa  
Secara  etimologi  kata  desa  berasal  dari  bahasa  
Sansekerta,  deca  yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah  
kelahiran. Dari perspektif  geografis, desa atau  village  diartikan 
sebagai ―a groups of hauses or shops in a country area,  smaller  than  
a  town‖.  Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki 
kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan 
hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan 
nasional dan  berada di daerah kabupaten. 
Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala 
yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai 
suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai 
tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan 




Pengertian Desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan 
pertanian. Egon E. Bergel (1955: 121),  mendefinisikan  desa  sebagai  
―setiap  pemukiman  para  petani  (peasants)‖.  Sebenarnya,  faktor  
pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap desa. Ciri 
utama yang terlekat pada setiap desa adalah fungsinya sebagai 
tempat tinggal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif 
kecil. 
Sementara itu Koentjaraningrat dalam Eka (2016:14) 
memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian 
komunitas  dalam  dua  jenis,  yaitu  komunitas  besar  (seperti:  kota,  
negara  bagian,  negara)  dan  komunitas  kecil (seperti:  band, desa, 
rukun tetangga dan sebagainya). Dalam hal ini Koentjaraningrat 
mendefinisikan desa sebagai ―komunitas kecil yang menetap tetap di 
suatu tempat‖. Koentjaraningrat tidak memberikan penegasan bahwa  
komunitas  desa  secara  khusus  tergantung  pada  sektor  pertanian.  
Dengan  kata  lain  artinya  bahwa masyarakat desa sebagai sebuah 
komunitas kecil itu dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang 
beragam, tidak di sektor pertanian saja. 
Selanjutnya,  menurut  Paul  H.  Landis dalam Eka (2016:15), 
seorang  sarjana  sosiologi  perdesaan  dari  Amerika Serikat,  
mengemukakan  definisi  tentang  desa  dengan  cara  membuat  tiga  
pemilahan  berdasarkan  pada  tujuan analisis. Untuk tujuan  analisis 
statistik,  desa didefinisikan  sebagai suatu lingkungan yang 
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penduduknya kurang dari 2500 orang. Untuk tujuan  analisa sosial-
psikologi,  desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang 
penduduknya memiliki  hubungan  yang  akrab  dan serba informal 
diantara  sesama  warganya.  Sedangkan  untuk  tujuan  analisa 
ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang 
penduduknya tergantung kepada pertanian. 
Desa  menurut  H.A.W.  Widjaja  dalam  bukunya  yang  
berjudul  ―Otonomi Desa‖ menyatakan bahwa:  
―Desa  adalah  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  
mempunyai susunan  asli  berdasarkan  hak  asal-usul  yang  
bersifat  istimewa.  Landasan pemikiran  dalam  mengenai  
Pemerintahan  Desa  adalah  keanekaragaman, partisipasi,  
otonomi  asli,  demokratisasi  dan  pemberdayaan  
masyarakat.‖ 
 
Pengertian desa menurut UU no. 5 tahun 1979 tentang 
Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut: 
―Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah 
penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi 
pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak 
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia‖ 
Adapun pengertian desa menurut UU No  22 tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: 
―Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 
setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan 
berada di daerah Kabupaten‖ 
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Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan yang 
terbaru tentang desa yakni UU  nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa 
pasal 1 mengartikan Desa sebagai berikut :  
―Desa  adalah  desa  dan  desa  adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang  memiliki  batas  wilayah  yang  
berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan 
pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat 
berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan/atau  
hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  
pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.‖ 
 
Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan 
memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat 
setempat. Pembentukan desa  dapat berupa penggabungan beberapa  
desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu 
desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar 
desa yang telah ada. Pembentukan desa tidak semata-mata sesuai 
dengan keinginan peranangkat desa yang berwenang mengatur 
keseluruhan kegiatan di desa, seperti halnya dengan pembentukan 
atau pendirian organisasi baru, pembentukan desa pun harus 
memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut landasan hukum 
pembentukan desa adalah UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan 
diatur lebih lanjut dalam PP No 43 tahun 2014 yang telah direvisi 
menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU No 
6 tahun 2014. 
Dalam UU No 6 Tahun 2014  pasal 8 memuat bahwa 
pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
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a. Batas  usia  Desa  induk  paling  sedikit  5  (lima)  tahun 
terhitung sejak pembentukan; 
b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) b; 
c. Wilayah  kerja  yang  memiliki  akses  transportasi antarwilayah; 
d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup 
bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa; 
e. Memiliki  potensi  yang  meliputi  sumber  daya  alam, sumber  
daya  manusia,  dan  sumber  daya  ekonomi pendukung; 
f. Batas  wilayah  Desa  yang  dinyatakan  dalam  bentuk peta  
Desa  yang  telah  ditetapkan  dalam  peraturan 
Bupati/Walikota;  
g. Sarana  dan  prasarana  bagi  Pemerintahan  Desa dan 
pelayanan publik; dantersedianya  dana  operasional,  
penghasilan  tetap,dan  tunjangan  lainnya  bagi  perangkat  
Pemerintah Desa  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan 
perundang-undangan. 
 
Selain landasan hukum yang menjadi latar belakang 
pembentukan suatu desa, ada hal lain yang harus dilengkapi juga 
yaitu unsur-unsur desa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan unsur-
unsur desa adalah komponen-komponen pembentuk desa sebagai 
satuan ketatanegaraan. Komponen- komponen tersebut  menurut Eka 
(2016: 18) adalah : 
a. Wilayah desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari 
wilayah kecamatan  
b. Penduduk atau masyarakat desa, yaitu mereka yang bertempat 
tinggal di desa selama beberapa waktu secara berturut-turut.  
c. Pemerintahan, adalah suatu system tentang pemerintah sendiri 
dalam arti dipilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya 
akan bertanggung jawab kepada rakyat desa.  
d. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga 
sendiri. 
Landasan dan unsur-unsur pemerintah desa merupakan salah 
satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa 
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dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan yang tersebut 
di atas merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan 
desa. Otonomi daerah yang diterapkan membantu pemerintah desa 
dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah 
di tentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut 
memberi peranan seutuhnya pada pemerintah desa dalam mengatur 
rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan 
local yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah 
unsur yang paling mendasar terciptanya desa yang merupakan 
pemerintahan yang paling terkecil. 
Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam 
UU No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 18 sebagai berikut ini: 
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;  
b. kewenangan lokal berskala Desa;  
c. kewenangan  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah, Pemerintah  
Daerah  Provinsi,  atau  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota; 
dan 
d. kewenangan  lain  yang  ditugaskan  oleh  Pemerintah, 
Pemerintah  Daerah  Provinsi,  atau  Pemerintah  Daerah 





2.2 Pemerintah Desa 
Sebelum membahas lebih lanjut tentang pemerintah desa, lebih 
baiknya kita mengetahui pengertian pemerintah atau pemerintahan itu 
sendiri. Syafi‘I dalam Eka (2016:20) mendefinisikan pemerintahan 
adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan 
demokrasi, gubernur memegang tampuk didaerah tingkat I, segala 
urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan 
kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara. 
Pemerintah  Desa  merupakan  bagian  dari  pemerintah  
nasional,  yang penyelenggaraanya ditujukan kepada desa. 
Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha 
masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha 
pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 
Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 
tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah dimaknai sebagai  
kesatuan masyarakat  hukum yang  memiliki batas-batas wilayah 
yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 
setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan 
nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Landasan  pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah 
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desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 
demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. 
Pemerintah Desa menurut UndangUndang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan 
nama lain dan perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. 
Pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa 
bertugas menyelenggarakan sistem kepemerintahan desa, 
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberian pelayanan dan 
pembinaan kemasyarakatan desa. Sejalan dengan itu,Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengartikan 
bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara kepemerintahan desa. 
Pada pasal 26 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan, 
bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang: 
a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; 
c.  memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset 
Desa; 
d. menetapkan Peraturan Desa; 
e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
f. membina kehidupan masyarakat Desa; 
g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 
h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala 




i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; 
j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan 
negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
k.  mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat 
Desa; 
l. memanfaatkan teknologi tepat guna; 
m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; 
n. mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk 
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 
o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa, maka 
secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu 
untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para 
pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam 
melaksanakan kewenangan Kepala Desa diberikan sebagaimana 
ditegaskan pada pasal 26 ayat (3) UU No 6 Tahun 2014, yaitu : dalam 
melaksanakan tugas Kepala Desa berhak: 
a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah 
Desa; 
b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; 
c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan 
penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan 
kesehatan; 
d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang 
dilaksanakan; dan 
e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban 
lainnya kepada perangkat Desa. 
 
Patut disadari, bahwa disamping kewenangan dan hak yang 
dimiliki Kepala Desa memiliki kewajiban yang ditegaskan dalam UU 
No 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat (4) Dalam melaksanakan tugas 
Kepala Desa berkewajiban: 
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a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
dan Bhinneka Tunggal Ika; 
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 
d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 
e.  melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan 
gender; 
f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang 
akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, 
serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; 
g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh 
pemangku kepentingan di Desa; 
h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang 
baik; 
i. mengelola Keuangan dan Aset Desa; 
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Desa; 
k.  menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; 
l.  mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; 
m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat 
Desa; 
n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan 
di Desa; 
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan 
melestarikan lingkungan hidup; dan 
p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa. 
 
Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasakan asas dalam 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu: 
a. Kepastian hukum 
b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan 





h. Efektifitas dan efesiensi 






Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Adapun Widjaja dalam Budiarti (2016:13) menyatakan bahwa 
penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari 
sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia. Sebagai subsistem 
dari penyelenggaraan kepemerintahan Indonesia, desa yang di pimpin 
oleh kepala desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakatnya. Selain itu, kepala desa juga bertanggung 
jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan 
laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. 
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 
pemerintahan desa merupakan komunitas terendah dari sistem 
kepemerintahan negara yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk 
mengatur dirinya sendiri. Sebagai komunitas terendah, pemerintahan 
desa atau yang disebut dengan nama lain berhak di akui akan 
keberadaanya oleh bangsa sebagai wilayah yang otonomi dan 
berdikari.  
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, desa 
diselenggarakan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa 
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atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa atau yang 
disebut dengan nama lain. Sedangkan pemerintah desa dapat 
disimpulkan sebagai pelaksana tugas dan fungsi kepemerintahan 
desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dan perangkat 
desa yang lain. Sebagai pelaksana tugas dan fungsi kepemerintahan 
desa, pemerintah desa di tuntut untuk bertanggung jawab dan patuh 
terhadap aturan perUndang-Undangan yang berlaku.  
 
2.3 Pengelolaan Keuangan Desa 
Pengertian keuangan desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 
pasal 71  adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan 
kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan 
yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. 
Pendapatan desa sesuai pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa bersumber dari: 
a. Pendapatan Asli Desa; 
b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana 
Desa); 
c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Kabupaten/Kota; 
d. Alokasi Dana Desa; 
e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD 
Kabupaten/Kota; 
f. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak 
Ketiga; 




Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut 
kelompok terdiri dari: 
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) 
Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADesa) terdiri 
atas jenis: 
1) Hasil Usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas 
desa. Sumber pendapatan lain yang dapat 
diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha 
Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan 
kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang 
mineral bukan logam dan tambang batuan dengan 
tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya 
dan tidak untuk dijualbelikan. 
2) Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, 
tempat pemandian umum dan jaringan irigasi. 
3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong misalnya 
adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang 
melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga 
dan barang yang dinilai dengan uang. 
4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil 
pungutan desa. 
b. Pendapatan Transfer Desa 
Kelompok Transfer terdiri atas jenis: 
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1) Dana Desa; 
2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan 
Retribusi Daerah; 
3) Alokasi Dana Desa (ADD); 
4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; 
5) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. 
c. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 
Kelompok Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah 
berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang 
tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari 
pihak ke tiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau 
bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. 
 
Arif dalam Budiarti (2016:19) mendefinisikan bahwa 
pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, penganggaran, pelaporan pertanggung 
jawaban, dan pengawasan keuangan desa. Berdasarkan Peraturan 
Menteri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 
1 ayat (7) menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa 
merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 





Menurut Sutarno (2004: 109), perencanaan diartikan 
sebagai perhitungan dan  penentuan tentang apa yang 
dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu  dimana 
menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan 
tata cara mencapai tujuan tersebut. Dari pernyataan tersebut 
perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan sekumpulan 
kegiatan dan pemusatan selanjutnya apa yang harus dilakukan, 
kapan, bagaimana dan oleh siapa. 
Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses 
yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang 
memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu 
yang akan datang. Pada hakekatnya perencanaan adalah 
sebuah proses yang  penting dan menentukan keberhasilan 
suatu tindakan (Suharto, 2010: 71). Dengan demikian, kunci 
keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung 
dalam  proses perencanaannya. Apabila jika gagal 
merencanakan maka kita merencanakan dikatakan bahwa 
perencanaan menunjuk pada kegiatan-kegiatan pelayanan yang 
dilakukan suatu instansi untuk mensejahterakan anggotanya. 
Setiap perencanaan  dibuat mengikuti tahapan tertentu. 
Tahapan tersebut biasanya berbeda-beda tergantung pada jenis 
perencanaan, tujuan perencanaan dan konteks perencanaan 
(Suharto, 2010: 75).   
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Dalam tahap perencanaan meliputi identifikasi masalah, 
penentuan tujuan dan penyusunan dan pengembangan rencana 
kegiatan (Suharto, 2010: 75). Identifikasi  masalah erat 
kaitannya dengan kebutuhan. Kebutuhan dapat didefinisikan 
sebagai kekurangan yang mendorong masyarakat untuk 
mengatasinya (Suharto, 2010: 76).  
Penentuan tujuan dapat menjadi target yang menjadi 
dasar bagi pencapaian keberhasilan program. Selanjutnya 
penyusunan dan pengembangan rencana program, para 
perencana (stakeholders) bersama-sama menyusun pola 
rencana intervensi dan komprehensif. Pola ini menyangkut 
tujuan-tujuan khusus, strategi-strategi, tugas-tugas dan 
prosedur yang ditujukan untuk membantu pemenuhan 
kebutuhan-kebutuhan dan pemecahan masalah (Suharto, 2010: 
78).  
Berdasarkan penjelasan tentang konsep perencanaan, 
maka perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai 
suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku (Pemerintah desa) 
dengan maksud tujuan tertentu yakni untuk memecahkan 
masalah yang ada dan memberikan solusi secara nyata berupa 
program-program untuk memecahkan masalah tersebut. 
Perencanaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah 
31 
 
perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa di desa 
Tongke-Tongke dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. 
Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi RPJM 
Desa dan RKP Desa yang berpedoman kepada perencanaan 
pembangunan desa yang disusun berdasarkan hasil 
kesepakatan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa 
dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. 
Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara 
partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan 
pembangunan desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan 
Desa dan unsur masyarakat desa. RPJM Desa memuat 
penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, rencana 
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan 
masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan 
desa. RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota 
dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas 
pembangunan kabupaten/kota. RPJM Desa ditetapkan dalam 
jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan 
Kepala Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM 
Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa memuat 
rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan 
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masyarakat desa. RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP 
Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan 
anggaran desa yang dikelola oleh desa maupun melalui kerja 
sama antara desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan 
dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. RKP Desa mulai 
disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan 
dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir 
bulan September tahun berjalan. RKPD Desa menjadi dasar 
penetapan APB Desa. 
b. Pelaksanaan dan penatausahaan 
Menurut Rue dan Byars (2006: 6) Organizing is 
grouping activities, assigning activities an providing the authority 
necessary to carry out the activities (pengorganisasian 
merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan 
kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk 
melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan atau Organizing 
dapat diartikan sebagai implementasi dari perencanaan dan 
pengorganisasian, dimana seluruh komponen yang berada 
dalam satu sistem dan satu organisasi tersebut bekerja secara 
bersama-sama sesuai dengan bidang masing-masing untuk 
dapat mewujudkan tujuan  
Pelaksanaan atau pengorganisasian juga dapat 
diartikan sebagai proses membagi  kerja ke dalam tugas-tugas 
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yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang 
yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan 
sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka 
efektivitas pencapaian tujuan (Fattah, 2008: 71). Jadi setelah 
melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah 
pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang 
menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan 
dengan lancar. Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk 
pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi 
yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian 
pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-
kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan 
(Suharto, 2010: 79).   
 Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan 
keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan 
kepada perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat 
desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat 
desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. 
Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh 
unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa 
dalam bidang administrasi pemerintahan. Pelaksana 
kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai 
satuan tugas kewilayahan. Pelaksana teknis merupakan unsur 
34 
 
pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. 
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah 
perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk 
melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara adalah 
perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, 
membayarkan, dan mempertanggung jawabkan keuangan desa 
dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Pencairan dana dalam 
rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan 
Bendahara Desa. 
c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 
 Menurut Arnos Kwaty dalam Hansen (2005: 116) 
mengatakan: ―pertanggungjawaban adalah sistem yang 
mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat 
pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh 
para pimpinan untuk mengoperasikan pusat-pusat 
pertanggungjawaban mereka‖  
Dari konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur 
perencanaan dengan anggaran dan kegiatan dalam berbagai 
hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban yang 




Berdasarkan pernyataan diatas pertanggungjawaban 
dalam penelitian ini adalah laporan-laporan berkala yang 
dilakukan oleh pemerintah desa sebagai pengelola keuangan 
dan aset desa di Desa Tongke-Tongke.  
2.4 Pengelolaan Aset Desa 
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat 
bagi desa untuk mengatur dan mengelola aset serta kekayaan desa 
bagi peningkatan kesejahteraan dan taraf penghidupan masyarakat. 
Hal ini memberikan peluang bagi desa untuk mengembangkan aset 
desa sebagai sumber penghidupan berkelanjutan yang nantinya 
berkontribusi bagi pengentasan kemiskinan. 
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan aset 
desa sebagai barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, 
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Kemudian pasal 76 ayat 
(1) dan (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan secara rinci jenis 
Aset Desa, yaitu sebagai berikut: 
(1) Aset Desa dapat berupa: 
a. Tanah kas Desa; 
b. Tanah ulayat; 
c. Pasar Desa; 
d. Pasar hewan; 
e. Tambatan perahu;  
f. Bangunan Desa; 
g. Pelelangan ikan; 
h. Pelelangan hasil pertanian; 
i. Hutan milik Desa; 
j. Mata air milik Desa; 
k. Pemandian umum; dan 
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l. Aset lainnya milik Desa. 
(2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) antara lain: 
a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa; 
b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan 
sumbangan atau yang sejenis; 
c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan 
dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
d. hasil kerja sama Desa; dan 
e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya 
yang sah. 
 
Rincian mengenai jenis Aset Desa tersebut merupakan 
pengakuan dari pemerintah bahwa desa memiliki aset yang dapat 
dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan asli desa. Aset desa tidak 
hanya untuk kepentingan meningkatkan pendapatan asli desa, tetapi 
juga untuk kepentingan yang lebih luas seperti pembangunan pasar 
desa, sarana pendidikan dan sarana sosial lainnya untuk menunjung 
pelayanan publik, dan lain-lain. Selanjutnya pasal 76 ayat (3) hingga 
(6) UU Nomor 6 Tahun 2014 memuat hal-hal sebagai berikut: 
(3)  Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala 
lokal Desa yang ada di Desa  dapat dihibahkan kepemilikannya 
kepada Desa. 
(4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas 
nama Pemerintah Desa. 
(5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali 
yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. 
(6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status 
kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.  
 
Dalam hal pengelolaan aset desa, ketentuannya diatur dalam 
Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. 
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Pengelolaan aset desa  diatur dalam pasal 7 yang meliputi 
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, 
pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, 
pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 
a. Perencanaan 
Menurut Sutarno (2004: 109), perencanaan diartikan sebagai 
perhitungan dan  penentuan tentang apa yang dijalankan dalam 
rangka mencapai tujuan tertentu  dimana menyangkut tempat, 
oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan 
tersebut. Dari pernyataan tersebut perencanaan dapat diartikan 
sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemusatan 
selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan 
oleh siapa. 
Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang 
tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang 
memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu 
yang akan datang. Pada hakekatnya perencanaan adalah sebuah 
proses yang  penting dan menentukan keberhasilan suatu 
tindakan (Suharto, 2010: 71). Dengan demikian, kunci 
keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung 
dalam  proses perencanaannya. Apabila jika gagal merencanakan 
maka kita merencanakan dikatakan bahwa perencanaan 
menunjuk pada kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan 
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suatu instansi untuk mensejahterakan anggotanya. Setiap 
perencanaan  dibuat mengikuti tahapan tertentu. Tahapan 
tersebut biasanya berbeda-beda tergantung pada jenis 
perencanaan, tujuan perencanaan dan konteks perencanaan 
(Suharto, 2010: 75).   
Dalam tahap perencanaan meliputi identifikasi masalah, 
penentuan tujuan dan penyusunan dan pengembangan rencana 
kegiatan (Suharto, 2010: 75). Identifikasi  masalah erat kaitannya 
dengan kebutuhan. Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai 
kekurangan yang mendorong masyarakat untuk mengatasinya 
(Suharto, 2010: 76).  
Penentuan tujuan dapat menjadi target yang menjadi dasar 
bagi pencapaian keberhasilan program. Selanjutnya penyusunan 
dan pengembangan rencana program, para perencana 
(stakeholders) bersama-sama menyusun pola rencana intervensi 
dan komprehensif. Pola ini menyangkut tujuan-tujuan khusus, 
strategi-strategi, tugas-tugas dan prosedur yang ditujukan untuk 
membantu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan pemecahan 
masalah (Suharto, 2010: 78).  
Berdasarkan penjelasan tentang konsep perencanaan, maka 
perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu 
cakupan tindakan atau kegiatan pelaku (Pemerintah desa) dengan 
maksud tujuan tertentu yakni untuk memecahkan masalah yang 
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ada dan memberikan solusi secara nyata berupa program-
program untuk memecahkan masalah tersebut. Perencanaan 
yang dimaksud dalam konteks ini adalah perencanaan yang 
dilakukan oleh pemerintah desa di desa Tongke-Tongke dalam 
pengelolaan keuangan dan aset desa. 
Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi RPJM Desa 
dan RKP Desa yang berpedoman kepada perencanaan 
pembangunan desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan 
dalam musyawarah desa. Musyawarah desa dilaksanakan paling 
lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM 
Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam forum 
musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan 
Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa. 
RPJM Desa memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa 
terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 
pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan 
pembangunan desa. RPJM Desa mengacu pada RPJM 
kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa 
dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. RPJM Desa 
ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung 
sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa merupakan penjabaran 
dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa 
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memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 
pemberdayaan masyarakat desa. RKP Desa berisi evaluasi 
pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, 
kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa maupun 
melalui kerja sama antara desa/pihak ketiga serta kewenangan 
penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. RKP Desa 
mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun 
berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat 
akhir bulan September tahun berjalan. RKPD Desa menjadi dasar 
penetapan APB Desa. 
 
b. Pengadaan 
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, menjelaskan bahwa pengadaan 
barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa 
yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan 
secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. 
Permendagri Nomor 17 Tahun 2007  tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa 
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pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan 
kebutuhan barang daerah dan jasa.  
Permendagri Nomor 1 Tahun 2016  tentang Pengelolaan 
aset desa, menjelaskan bahwa pengadaan aset desa 
dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, 
transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan 
akuntabel. 
Mardiasmo dalam Siama (2013:18) menjelaskan pengadaan 
barang atau kekayaan daerah harus dilakukan berdasarkan 
sistem tender (compulsory competitive tenderingcontract). Hal 




Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri 
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa pemanfaatan adalah 
pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan 
sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama 
pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan 
tidak mengubah status kepemilikan.  
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Permendagri Nomor 1 Tahun 2016  tentang Pengelolaan 
aset desa, menjelaskan bahwa pemanfaatan aset desa dapat 
dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk 
menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. 
 
d. Pemeliharaan 
Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa 
pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar 
semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap 
untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 
Sedangkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016  tentang 
Pengelolaan Aset Desa, menjelaskan bahwa pemeliharaan aset 
desa wajib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa serta 




Darise dalam  Siama (2013:5) menjelaskan bahwa 
penatausahaan barang milik daerah meliputi pembukuan, 
inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah. Mardiasmo 
dalam Siama (2013:19) menjelaskan bahwa pemerintah daerah 
perlu  mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang 
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dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa 
potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu 
pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi 
nilai dan potensi aset daerah. Kegiatan identifikasi dan 
inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang 
akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang 
dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah. 
Permendagri Nomor 1 Tahun 2016  tentang Pengelolaan 
Aset Desa, menjelaskan bahwa aset desa yang sudah ditetapkan 
penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset 
desa dan diberi kodefikasi. Kodefikasi aset desa diatur dalam 
pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.  
 
f. Penghapusan 
Permendagri Nomor 1 Tahun 2016  tentang Pengelolaan 
Aset Desa, menjelaskan bahwa penghapusan aset desa 
merupakan kegiatan menghapus atau meniadakan aset desa dari 
buku data inventaris desa. Penghapusan aset desa tersebut 
dilakukan karena terjadinya beralih kepemilikan, pemusnahan 
atau ada sebab lain sebagaimana yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 
Mardiasmo dalam Siama (2013:25) menjelaskan bahwa 
penghapusan aset daerah merupakan salah satu sasaran 
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strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan 
aset daerah guna mewujudkan ketertiban administrasi mengenai 
kekayaan daerah. 
 
2.5 Kesiapan Pemerintah Desa  
Kesiapan merupakan hal utama yang harus dilakukan baik oleh 
individu maupun oleh organisasi dalam melakukan sesuatu. Kesiapan 
juga diartikan sebagai alat kontrol agar tujuan organisasi dapat 
terwujud. Kesiapan pemerintah desa merupakan masalah utama 
dalam implementasi kebijakan Undang–undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa. Hal ini dikarenakan tanpa adanya kesiapan pemerintah 
desa maka target Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
tidak akan tercapai sesuai dengan yang di cita-citakan oleh Negara. 
(Budiarti, 2016:5) 
Slameto dalam Budiarti (2016:18) mengemukakan kesiapan 
merupakan suatu keseluruhan kondisi seseorang atau kelompok yang 
membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban terhadap 
suatu situasai dan kondisi yang hendak dihadapi. Sedangkan 
Kesiapan organisasi untuk berubah menurut Lehman dalam Asriani 
(2009:15) antara lain dapat dideteksi dari beberapa variabel seperti 
variabel motivasional, ketersedian sumber daya, nilai-nilai dan sikap 
positif yang dikembangkan para karyawan, serta iklim organisasi yang 
mendukung perubahan. Dalam konteks organisasional, Huy dalam 
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Asriani (2009:15) mengatakan bahwa kesiapan individu untuk berubah 
diartikan sebagai kesediaan individu untuk berpartisispasi dalam 
kegiatan yang dilaksanakan organisasi setelah perubahan 
berlangsung dalam organisasi tersebut.  
Dalam konteks nyata, kesiapan yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah kesiapan pemerintah desa dalam hal pengelolaan 
keuangan dan aset desa. Adapun hal-hal yang menjadi fokus 
penelitian ini adalah kesiapan dalam penataan organisasi, kesiapan 
sistem, kesiapan sumber daya manusia dan kesiapan sarana dan 
prasarana dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.  
2.5.1 Kesiapan Organisasi 
Bernard dalam Hadiyanti (2013:11) mengatakan 
organisasi adalah kumpulan individu yang terkoordinasi secara 
sadar, sehingga bisa juga dinyatakan sebagai suatu sistem 
terdiri dari berbagai kegiatan yang saling berhubungan.  
Kemudian menurut Thomson dalam Hadiyanti (2013:11) 
mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang 
dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan  yang 
relatif dapat diidentifikasikan, yang bekerja atas dasar relatif 
terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau 
sekelompok tujuan.  
Organisasi merupakan unsur penting dalam 
pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, dikenal 
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organisasi pemerintahan. Organisasi ini dikenal dengan 
sebutan birokrasi pemerintahan. Birokrasi pemerintahan ini 
mempunyai struktur organisasi yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. (Hadiyanti, 2013:11) 
Pentingnya struktur organisasi dikemukakan oleh Ancok 
dalam Primasari (2011:39) bahwa keunggulan kompetitif 
organisasi antara lain ditentukan oleh struktur yang ramping 
―lean dan mean‖ atau dalam bahasa lain disebut miskin struktur 
kaya fungsi. 
Robbins dalam Primasari (2011:39-40) mengatakan 
bahwa struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan 
dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi 
yang formal serta pola interaksi yang diikuti. Oleh karena itu, 
sangat penting bagi suatu organisasi agar mekanisme kerja 
dapat berjalan dengan baik.    
2.5.2 Kesiapan Sistem 
Sistem menurut Inu Kencana Syafi‘I adalah kesatuan yang 
utuh dari sesuatu rangkaian yang terikat satu dengan yang 
lainnya. Bagian kecil atau anak cabang dari suatu sistem, 
menjadi induk sistem dari rangkaian selanjutnya. Keadaan 
tersebut yang akan terus terjadi hingga tiba pada saat adanya 
bagian yang mengganggu kestabilan itu sendiri. Sedangkan 
menurut Prajudi bahwa pengertian sistem adalah suatu jaringan 
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dari prosedur-prosedur yang berkaitan satu sama lain menurut 
skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi 
yang utama dan suatu usaha ataupun urusan.  
2.5.3 Kesiapan Sumber Daya Manusia 
Silalahi dalam Budiarti (2016:23) menyebutkan sumber 
daya manusia merupakan aset terpenting dari organisasi 
dibandingkan dengan elemen lainnya. Manusia dalam 
organisasi memiliki peran dan fungsi penting bagi terwujudnya 
tujuan organisasi. Sebagai elemen penting, keberadaan 
sumber daya manusia juga sangat di butuhkan dalam 
menyukseskan pelaksanaan undang-undang desa yang 
berlaku. Tanpa adanya kesiapan sumber daya manusia 
pemerintah desa maka perencanaan desa, pengelolaan 
administrasi keuangan desa, pengelolaan sistem informasi 
desa, dan penataan kelembagaan desatidak dapat berjalan 
dengan baik. 
Sumber daya manusia yang dimaksudkan dalam pasal 1 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah 
pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa atau yang 
disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa atau yang 




Menurut Wibowo dalam Herlina (2013:7) kompetensi 
sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan 
dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan 
karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung 
terhadap kinerjanya. Sedangkan menurut Azman (2015:7) 
kompetensi sumber daya manusia dapat dilihat dari latar 
belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti 
dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan 
tugas. 
2.5.4 Kesiapan Sarana dan Prasarana 
Silalahi dalam Budiarti (2016:24) mengatakan bahwa 
sarana dan prasarana merupakan sumber daya fisik yang 
dibutuhkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kerja 
suatu organisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesiapan 
pemerintah desa dalam hal sarana dan prasarana merupakan 
langkah yang penting, baik dalam proses pelaksanaan dalam 
kepemerintahan desa yang ada maupun dalam pencapaian 
tujuan Undang-Undang desa yang telah ditentukan.  
Sarana dan prasarana memiliki posisi penting untuk 
dipersiapkan karena dengan adanya sarana dan prasarana 
yang mendukung maka pengelolaan keuangan dan aset desa 
yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
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3.1 Lokasi Penelitian 
Lokasi yang ditentukan penulis untuk mendapatkan informasi 
yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian terkait analisis 
kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan aset 
desa yaitu di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, 
Kabupaten Sinjai 
3.2 Pendekatan Penelitian 
Agar pendekatan ini lebih terarah sesuai dengan tujuan yang 
diinginkan, pendekatan penelitian yang digunakan adalah 
pendekatan kualtitatif yaitu metode penelitian yang lebih 
menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap 
suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian 
generalisasi. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis 
mendalam yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena 
metodologi kulitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan 
berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. 
3.3  Tipe  Penelitian 
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  deskriptif  
kualitatif  yang bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  secara  
mendalam  terkait  dengan masalah yang diteliti, yaitu memberikan 
gambaran tentang kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan 
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keuangan dan aset desa di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai 
Timur, Kabupaten Sinjai. 
3.4 Sumber Data 
Penelitian ini, data diperoleh dari dua sumber yaitu, data 
primer dan data sekunder. 
a. Data primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang 
diucapkan secara lisan,gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan 
oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek 
penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. 
b. Data sekunder yang penulis maksudkan disini adalah data yang 
diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen 
rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-
lain yang dapat memperkaya data primer. 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara  
Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui cara 
pendekatan berinteraksi langsung berupa tanya jawab secara  
langsung, baik secara lisan maupun tulisan kepada  Informan  
yang dianggap memahami permasalahan yang diteliti.  Adapun 
yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:  
1) Kepala bagian pemerintahan desa Kabupaten Sinjai 
2) Kepala seksi pemerintahan Kecamatan Sinjai timur 
3) Pendamping desa Tongke-Tongke 
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4) Kepala Desa Tongke-Tongke beserta perangkat desa Tongke-
Tongke lainnya. 
5) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tongke-Tongke 
b. Observasi 
Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data 
yang tidak hanya mengukur sikap dari responden/informan 
namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai 
fenomena yang terjadi. Teknik ini digunakan bila penelitian 
ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, 
gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden/informan yang 
tidak terlalu besar. 
c. Studi Kepustakaan 
Bahan pustaka merupakan teknik pengumpulan data 
melalui teks-teks tertulis maupun soft-copy edition, seperti 
buku, e-book, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, 
buletin, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi 
pemerintah, dan lain-lain. Pengumpulan data melalui bahan 
pustaka menjadi bagian yang penting dalam penelitian ketika 
peneliti memutuskan untuk melakukan kajian pustaka dalam 
menjawab rumusan masalahnya. 
d. Dokumentasi 
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan 
yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia 
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adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, 
laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak 
terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang 
kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi 
pada waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi 
beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku 
atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah 
atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di 
website, dan lain-lain. 
3.6 Defenisi Operasional 
Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis mencoba 
menjabarkan definisi oprasional yang digunakan pada penelitian ini 
agar dapat dijadikan sebagai acuan.  
a. Pemerintah Desa 
Pemerintah desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 
tentang desa, Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  atau  
yang disebut  dengan  nama  lain  dibantu  perangkat  Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah 
desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah 





b. Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 
Pengelolaan keuangan desa yang dimaksudkan dalam 
penelitian ini sebagaimana yang diatur dalam Permendagri 
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
yang meliputi: 
1) Perencanaan yang dimaksudkan adalah tahapan 
perencanaan penggunaan keuangan desa yaitu pembuatan 
rencana kerja. 
2) Pelaksanaan  yang dimaksudkan yaitu tahapan penggunaan 
keuangan desa. 
3) Penatausahan yang dimaksud yaitu segala rangkaian 
kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan 
pelaporan barang milik desa yang diperoleh dari hasil 
penggunaan keuangan desa. 
4) Pelaporan yang dimaksud yaitu upaya pengelola keuangan 
desa untuk melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang 
sedang dijalankan atau telah diselesaikan. 
5) Pertanggungjawaban keuangan desa yang dimaksudkan 
adalah pertanganggungjawaban penggunaan keuangan 





Adapun pengelolaan aset desa yang dimaksudkan dalam 
penelitian ini adalah pengelolaan aset desa menurut 
Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset 
Desa yang meliputi: 
1) Perencanaan yaitu tahapan perencanaan pengelolaan aset 
desa yaitu pembuatan rencana kerja 
2) Pengadaan yaitu pengadaan aset desa yang sebelumnya 
telah direncanakan atas beban APBDesa. 
3) Pemanfaatan yaitu pendayagunaan aset desa sepanjang 
tidak dipergunakan langsung untuk menunjang 
penyelenggaraan pemerintahan desa dalam bentuk sewa, 
pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah 
dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status 
kepemilikan. 
4) Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah 
desa agar semua barang milik desa selalu dalam keadaan 
baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan 
berhasil guna. 
5) Penatausahaan adalah kegiatan yang meliputi 
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset desa. 
6) Penghapusan adalah kegiatan menghapus atau 
meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa. 
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c. Kesiapan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Desa 
Kesiapan Pemerintah desa yang menjadi fokus penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1) Kesiapan organisasi dalam pengelolaan keuangan dan aset 
desa yang ditandai dengan terbentuknya struktur organisasi 
pengelolaan keuangan dan aset desa, sebagaimana yang 
telah di amanatkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan 
Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan 
Aset Desa. 
2) Kesiapan sistem dalam pengelolaan keuangan dan aset 
desa yang ditandai dengan adanya alur/mekanisme kerja 
yang jelas dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. 
3) Kesiapan sumber daya manusia dalam hal ini kesiapan 
aparatur pemerintahan desa yang dilihat dari pendidikan,  
pengalaman kerja dan pelatihan yang diikuti oleh 
pemerintah desa yang berkaitan dengan pengelolaan 
keuangan dan aset desa. 
4) Kesiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam 




3.7 Teknik Analisis Data 
Dalam proses analisis data penulis berpedoman pada teori 
teknik analisis data kualitatif yang disebutkan oleh Miles dkk dalam 
Eka (2016:58) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan 
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi 
data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 
Proses  analisis  data  dimulai  dengan  menelaah  seluruh  
data  yang  ada dari berbagai sumber melalui proses observasi 
secara langsung dan wawancara secara  mendalam  serta  sudah  
dituliskan  dalam  catatan  lapangan,  dokumen, dan sebagainya. 
Data  yang  telah  dipelajari  dan  ditelaah,  selanjutnya  direduksi  
dengan membuat  abstraksi.  Selanjutnya  data  dikategorisasikan  






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Profil Daerah Penelitian 
4.1.1 Kondisi Geografis 
Desa Tongke-Tongke termasuk salah satu Desa di 
Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dan merupakan 
desa hasil pemekaran dari Kelurahan Samataring pada tahun 
2002 dengan luas wilayah 4,75 Km2. Desa Tongke-Tongke 
terdiri dari 5 dusun yaitu dusun Cempae, dusun Babana, 
dusun Maroanging, dusun Baccara dan Dusun Bentengnge. 
Desa Tongke-Tongke berbatasan dengan :  
a. Sebelah utara  : Kelurahan Samataring 
b. Sebelah timur  : Teluk Bone  
c. Sebelah Selatan : Desa Panaikang 
d. Sebelah Barat  : Desa Kaloling  
Orbitasi waktu tempuh dan letak Desa Tongke-Tongke 
adalah : 
a. Jarak dari ibu kota Kecamatan 3 Km 
b. Jarak dari ibu kota Kabupaten 5 Km 
c. Jarak dari ibu kota Propinsi 220 Km 
Secara Topografi Desa Tongke-Tongke merupakan 
daerah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut 
± 0-500 Mdpl. Secara umum iklim di Desa Tongke-Tongke 
60 
 
dengan curah hujan 2.813,00 mm/tahun, jumlah bulan hujan 
rata-rata 4 bulan/tahun, suhu rata-rata harian 25,00 oC. 
Adapun jenis dan kesuburan tanah sebagian besar berwarna 
abu-abu dengan tekstur tanah pasiran. 
4.1.2 Kondisi Demografi 
Jumlah penduduk Desa Tongke-Tongke pada tahuan 
2015 ada sebanyak 968 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 
penduduk 3.688 jiwa, yang terdiri dari 1.712 laki-laki dan 1.876 
perempuan. 
Tabel 1 











Sumber  data: Kantor Desa Tongke-Tongke 2016 
 
Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin 
dapat dilihat pada tebel berikut : 
   
  
No Nama Dusun Jumlah KK 
1 Babana 289 
2 Baccara 223 
3 Cempae 177 
4 Maroanging 169 
5 Bentengnge 110 
T O T A L 968 
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 Tabel 2 
   Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 
   Tahun 2015 
No. Usia Jenis Kelamin Jumla
h Laki-Laki Perempuan 
1. Usia < 7 Thn 98 101 199 
2. 7 <= Usia < 19 Thn 493 449 942 




4. Usia >= 56 Thn 184 261 445 
Total  1.712 1.876 3.688 
Sumber data : Kantor Desa Tongke-Tongke Tahun 2016 
 
 
4.1.3 Pendidikan  
Dalam rangka memajukan pendidikan, Desa Tongke-
Tongke akan secara bertahap merencanakan dan 
mengganggarkan bidang pendidikan baik melalui ADD, 
swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah 
lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat 
dalam RPJM Daerah Kabupaten Sinjai. Menurut tingkat 
pendidikan berdasarkan pada profil desa tahun 2015, 













1 Usia 3 - 7 tahun yang belum 
masuk TK 
    91     76 
2 Usia 3 - 7 tahun yang sedang 
TK/play group 
1  6  
3 Usia 7 – 19 tahun yang 
sedang sekolah 
  337   306  
4 Tamat SD/sederajat   641   624 
5 Tamat SMP/sederajat   179   198 
6 Tamat SMA/sederajat   164   161 
7 Tamat D-1/Sederajat       1        3  
8 Tamat D-2/sederajat       4        2  
9 Tamat D-3/sederajat       3        6  
10 Tamat D-4/sederajat       3        4  
11 Tamat S-1/sederajat     50     94  
10 Tamat S-2/sederajat       1        2  
  Sumber data: Kantor desa Tongke-Tongke Tahun 2016 
4.1.4 Perekonomian Desa 
Secara umum mata pencaharian warga masyarakat 
Desa Tongke-Tongke dapat teridentifikasi ke dalam beberapa 
bidang mata pencaharian, berdasarkan data profil desa tahun 














1 Ahli Pengobatan 
Alternatif 
1 - 1 
2 Anggota 
Legislatif 
1 - 1 
3 Bidan Swasta - 3 3 
4 Buruh Harian 
Lepas 
1 - 1 
5 Dosen Swasta 4 1 5 
6 Guru Swasta 10 18 28 
7 Karyawan 
Honorer 








1 - 1 
10 Nelayan 554 - 554 
11 Polri 3 - 3 
12 Pedagang 
Keliling 




4 10 14 
14 Pegawai Negeri 
Sipil 
39 41 80 





1 - 1 
17 Petani 139 2 141 
18 Peternak - 1 1 
19 Purnawirawan/P
ensiunan 
2 3 5 
20 Seniman/Artis - - - 
21 Tukang Jahit 1 8 9 
22 Tukang Kayu 2 - 2 
23 Wiraswasta 174 68 242 





 Sumber: Kantor Desa Tongke-Tongke Tahun 2016 
Dalam pemenuhan kebutuhan mata pencaharian, 
masyarakat Desa Tongke-Tongke, 58% adalah sebagai 
Nelayan. Dimana, potensi dari Desa Tongke-Tongke sangat 
tinggi. Contohnya saja, hasil tangkapan Ikan tongkol, 
Katamba, Kerapu, Sunu dan Petani Rumput Laut yang 
mencapai 10 ton/tahun. Produksi Ikan dan Rumput Laut di 
Desa ini yang memiliki mutu dan khasiat yang tinggi serta 
terkenal di Kecamatan Sinjai Timur khususnya dan Kabupaten 
Sinjai umumnya. Hanya saja dalam proses pemasarannya 
yang mengakibatkan harga tidak stabil sehingga tingkat 
kesejahteraan Desa Tongke-Tongke kurang. 
Gambaran perekonomian dan tata guna lahan Desa 
Tongke-Tongke, berdasarkan data profil desa tahun 2015, 



































































- - 175,00 457.2
61,00 
7 Laut (Mil) 6,00 5,00 - - - 11,00 
8 Sungai 
(Aliran) 
- - 1,00 1,00 - 2,00 
9 Mata Air 
(Buah) 
- - - - 1 1 
Flora  






- - - 1,30 2,00 3,30 
Ternak  




2 Kerbau - - 2,00 20,0
0 
14,00 36 





4 Kepiting Ada Ada Ada Ada - Ada 









Tambang       
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1 Kerikil - - Ada - - Ada 
2 Tanah - - Ada Ada Ada Ada 
Hasil Laut  
1 Rumpu 
Laut ( 






2 Biri Ada ada Ada - - Ada 
3 Tiram Ada ada - - - Ada 
4 Ikan Sunu 

















- - - 
6 Ikan 
Bandeng ( 





- - - 
7 Ikan Mujair 






























35--50 - - 105--
170 
Sumber data: Kantor Desa Tongke-Tongke Tahun 2016 
Dari data di atas, kita bisa melihat potensi desa 
Tongke-Tongke sangat besar dihasil laut, tapi hal ini 
tidak memberikan efek kepada jalannya pemerintahan 
desa. Artinya bahwa potensi tersebut belum mampu 
memberikan sumbangsih bagi pembangunan secara fisik 
di desa Tongke-Tongke. 
4.1.3 Pemerintahan Desa  
Jumlah pemerintah Desa Tongke-Tongke saat ini ada 




Pemerintah Desa Tongke-Tongke 
Tahun 2016 
No Nama Jabatan 
1 Drs Muh Rusdi M.Si penjabat Kepala Desa 
2 Yusri Al‘Usra A.Ma Sekretaris Desa 
3 Irsan Ramli Bendahara Desa 
4 Rafika S.Pd.I Kaur Pemerintahan 
5 Akbar Hijri S. Ip  Kaur Pembangunan 
6 Rosmina Benteng Kaur Umum 
7 Baharuddin  Kadus Cempae  
8 Muh. Nurdin Kadus Babana 
9 Irdawati M Kadus Maroanging 
10 Mudatsir Kadus Baccara 
11 Agus syam Kadus Bentengnge 
Sumber data: Kantor Desa Tongke-Tongke Tahun 2016 
Struktur pemerintahan desa saat ini berada dalam 
masa transisi. Kepala desa Tongke-Tongke dijabat oleh wakil 
dari kecamatan karena pemerintahan periode sebelumnya 
berakhir bulan Januari 2016, sementara Pilkades serentak di 
Kabupaten Sinjai baru akan dilaksanakan pada tanggal 15 
Desember 2016. Untuk perangkat desa lainnya, merupakan 
pegawai lama, kecuali bendahara desa. Bendahara desa baru 
direkrut pada bulan Maret 2016. Hal ini terjadi karena 
bendahara desa sebelumnya tidak mampu menjalankan 
aplikasi pengelolaan keuangan yang baru yang disebut 
dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), setelah terbitnya 
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Bendahara desa 
sebelumnya mengaku tidak mampu menjalankan Sistem 
Keuangan Desa ini yang membutuhkan kecakapan dibidang 
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IT. Sehingga penjabat Kepala Desa merekrut pegawai baru 
untuk mengisi posisi bendahara desa. 
Untuk mengimbangi pemerintah desa sebagai lembaga 
eksekutif di desa, maka Badan Permusyawaratan Desa hadir 
sebagai badan legislatif di desa. BPD berfungsi 
menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Berikut 
nama-nama yang sebagai Badan Permusyawaratan Desa 
Tongke-Tongke. 
Tabel 7 
Nama anggota Badan Permusyawaratan Desa 
Desa Togke-Tongke 
 
No Nama Jabatan 
1 Amar Maruf Ketua 
2 Muh Sattar Wakil Ketua 
3 Nuralam,S.Pd Sekretaris 
4 Asdar Asaf A.Ma Anggota 
5 Zusanna Linra Anggota 
6 Amir Anggota 
7 Abdullah Anggota 
8 Ridwan Adam Anggota 
9 Sulaeman Anggota 
Sumber data: Kantor Desa Tongke-Tongke Tahun 2016 
Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Amar Ma‘ruf 
saat ini masih rangkap jabatan. Selain sebagai ketua BPD, 




4.2 Pengelolaan Keuangan Desa  
Dalam pengelolaan keuangan desa, terlebih dahulu yang 
peneliti paparkan adalah sumber-sumber keuangan desa Tongke-
Tongke. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa sumber keuangan 
desa Tongke-Tongke terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD) dan 
Pendapatan Transfer.  
Sumber-sumber keuangan yang terdapat dalam Pendapatan 
Asli Desa hanya berupa pungutan dan bagi hasil ternak, 
sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut ini.  
Tabel 8 
Rincian Pendapatan Asli Desa 
Tahun 2016 
No Pendapatan Asli Desa 
 
Jumlah Anggaran 
1 Pungutan Rp 9.000.000,- 
2 Bagi Hasil Ternak Rp 3.000.000,- 
Total Rp 12.000.000,- 
Sumber data: Kantor Desa Tongke-Tongke Tahun 2016 
Jenis-jenis pungutan yang dimaksud dalam PAD di atas 
diantaranya pungutan untuk izin usaha, retribusi tambang pasir dan 
pungutan-pungutan lainnya yang diatur dalam peraturan Desa. 
Namun, setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 
2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, maka 
semua jenis pungutan yang ada dalam Perdes ditiadakan dan 
diberlakukan sejak 21 Oktober 2016. Hal ini dibenarkan oleh Kepala 




―Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 
tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, maka 
pungutan-pungutan di PAD itu ditiadakn. Memang dulu ada 
peraturan desa yang mengatur pungutan-pungutan. Tapi 
masalahnya, sekarang semua pungutan yang di peraturan 
desa itu harus mengacu pada peraturan daerah yang ada 
diatasnya, apakah itu peraturan bupati atau peraturan 
daerah. Ternyata, di peraturan desa itu banyak pungutan 
yang tidak ada aturan di atasnya. Contohnya, pungutan 
untuk uang panai‘. Itu tidak ada peraturan daerah yang 
mengatur, tidak ada juga peraturan bupati. Hanya 
ditetapkan di desa. Itu kalau menurut pemahaman kami, itu 
sudah tidak bisa jalan karena tidak ada aturan di atasnya, 
sekalipun ditetapkan di desa‖. (Wawancara pada tanggal 3 
November 2016). 
  
Selain PAD, pendapatan desa juga berasal Pendapatan 
Transfer yang terdiri dari dana desa, bagian dari hasil pajak dan 
retribusi daerah, dan alokasi dana desa. Adapun rincian 
anggarannya sebagai berikut. 
Tabel 9 
Rincian Pendapatan Transfer Desa Tongke-Tongke 
Tahun 2016 
No Pendapatan Transfer 
 
Jumlah Anggaran 
1 Dana Desa Rp 632.352.422,- 
2 
Bagian dari hasil pajak dan retribusi 
Daerah 
Rp 22.139.104,- 
3 Alokasi Dana Desa Rp 905.639.167,- 
Total Rp 1.560.130.693,- 
Sumber data: Kantor Desa Tongke-Tongke Tahun 2016 
Pendapatan transfer ini membuat pendapatan desa Tongke-
Tongke meningkat drastis. Akumulasi PAD dan Pendapatan Transfer 
inilah yang kemudian menjadi Anggaran Pendapatan Desa Tongke-




Rincian Anggaran Pendapatan Desa 
Tahun 2016 
No Uraian Jumlah Anggaran 
1 Pendapatan Asli Desa     
a. Pungutan Rp 
                            
9.000.000,- 
b. Bagi Hasil Ternak Rp 
                           
3.000.000,- 
2 Pendapatan Transfer     
a.  Dana desa Rp 
                   
632.352.422,- 
b. Bagian dari hasil pajak dan retribusi 
Daerah Rp 22.139.104,- 
c. Alokasi Dana Desa Rp 
                  
905.639.167,- 
Total Rp 
           
1.572.130.693,-  
Sumber data: Kantor Desa Tongke-Tongke Tahun 2016 
Pendapatan desa yang dirincikan pada tabel di atas, 
kemudian dilakukan serangkaian proses perencanaan anggaran 
sebagaimana kita ketahui bahwa pengelolaan keuangan desa mulai 
dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan 
dan pertanggungjawaban. 
4.2.1 Perencanaan 
Program perencanaan keuangan desa disusun melalui forum 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 
(Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah 
yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan 
desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan 
pembangunan partisipasi masyarakat desa. serta transparansi 
pemerintah kepada masyarakat.  
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Musrenbangdes diadakan untuk membahas dan 
menyepakati rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. 
Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan 
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. 
Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana 
Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. 
Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan  pada  saat  
menjelang  awal  tahun  anggaran  baru  atau berakhirnya  tahun  
anggaran berjalan.  Dalam penyusunan daftar usulan rencana 
kegiatan yang melibatkan seluruh  komponen  yang  ada  di  desa  
tentunya  bertujuan  untuk menyampaikan  aspirasi  mengenai  
usulan  kegiatan  yang  menjadi kepentingan  dan  kebutuhan  
masyarakat. Stake  holder yang  ada  dalam masyarakat pada 
umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk 
kepentingan mereka. Sehingga dalam proses penyusunan 
anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka 
hasilnya juga akan semakin dapat mengakomodir banyak 
kepentingan yang ada.  
Pada proses perencanaan keuangan desa,  di awali dengan 
penyusunan rencana prioritas  kegiatan  desa yang  dilakukan  
oleh  pihak pemerintah  desa  dan  BPD. Untuk  menyusun  
rencana  kegiatan  tersebut harus  melibatkan  partisipasi  seluruh  
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komponen  yang  ada  di  desa  baik lembaga  kemasyarakatan  
maupun  masyarakat  umum  melalui  forum musyawarah tingkat 
desa. 
Penyusunan rencana prioritas tersebut memperhatikan asas 
manfaat dan pemanfaat. Hal tersebut dikemukan oleh Sekretaris 
Desa Tongke-Tongke, Bapak Yusri Al‘Usra A.Ma: 
―..dalam penyusunan rencana prioritas tersebut, kita 
memperhatikan asas manfaat dan pemanfaat. Maksudnya 
adalah rencana yang kita prioritaskan memang mendesak 
untuk segera diadakan. Kalau rencana lain sama 
mendesaknya, maka kita lihat lagi siapa dan berapa banyak 
masyarakat yang membutuhkannya, barulah diputuskan 
rencana yang terlebih dahulu akan dilaksanakan‖. 
(wawancara pada tanggal 2 November 2016) 
Setelah menyusun rencana prioritas, maka kepala seksi 
mengidentifikasi rencana-rencana mana saja yang masuk dalam 
bidang kerja mereka untuk dibuatkan Rencana Anggaran Biaya 
(RAB). Dalam pembuatan RAB ini, pemerintah desa dalam hal ini 
kepala seksi, mengalami banyak kesulitan, sehingga harus 
dikerjakan oleh pihak ketiga. Hal ini dikemukakan oleh Akbar Hijri 
S.Ip, kepala urusan Pembangunan desa Tongke-Tongke berikut 
ini: 
―…masalah penyusunan RAB, belum ada yang mahir disini, 
sehingga minta pihak ketiga  untuk kerjakan RAB. Tapi kalau 
pengelolaannya kita sendiri. Misalnya kita ukurkan atau 
fotokan saja, baru dia turun langsung ke lapangan atau cek 
lokasi yang mau dikerja, terus dia bikin RABnya.‖ 
(wawancara  pada tanggal 31 Oktober 2016) 
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Hal serupa juga disampaikan oleh Yusri Al ‗Usra, sekretaris 
desa Tongke-Tongke selaku koordinator Peaksana Teknis 
Pengelolaan Keuangan Desa berikut ini. 
―Pembuatan RAB belum bisa dikerjakan sendiri oleh 
pemerintah desa sini, karena SDM nya belum mumpuni 
untuk itu. Pembuatan RAB ini harus sesuai dengan metode 
yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.  Apalagi ini 
barang baru sehingga membutuhkan adaptasi dan 
pendampingan yang ekstra tapi nyatanya pendamping desa 
Tongke-Tongke belum bisa melakukan hal itu.‖ (wawancara 
pada tanggal 2 November 2016) 
  
RAB setiap kegiatan tersebut kemudian dilampirkan dalam 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang menjadi dasar 
dalam penyusunan rancangan APB Desa (RAPB Desa). APB 
Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa 
yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. APB Desa 
terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan 
Desa. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 
merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah 
desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan 
kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Adapun APBDesa 





Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tongke-Tongke 
Tahun 2016 
No Uraian   
Jumlah 
Anggaran 
1 Pendapatan  Rp   
Pendapatan Asli Desa Rp 12.000.000,- 
Dana Desa Rp 632.352.422,- 
Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Rp 22.139.104,- 
Alokasi Dana Desa Rp 905.639.167,- 
Jumlah pendapatan Rp 1.572.130.693,- 
2 Belanja Desa Rp 1.527.544.885,- 
Belanja pegawai Rp 259.675.000,- 
belanja Barang dan Jasa Rp 208.720.340,- 
Belanja modal Rp 1.059.149.544,- 
Jumlah Belanja Rp 1.527.544.885,- 
  surplus / (Defisit) Rp 44.585.808,- 
3 Pembiayaan Rp   
Penerimaan Pembiayaan Rp 5.414.192,- 
Sisa Lebih Perhitungan anggaran 
tahun sebelumnya Rp 5.414.192,- 
Pengeluaran pembiayan Rp 50.000.000 
Penyertaan Modal Desa Rp 50.000.000 
Jumlah pembiayaan Rp 44.585.808,- 
Sisa lebih /(kurang) perhitungan 
anggaran Rp 0,- 
Sumber data: Kantor Desa Tongke-Tongke Tahun 2016 
Dari tabel di atas, terlihat bahwa pendapatan desa tidak 
habis setelah dibelanjakan. Surplus desa Tongke-Tongke 
mencapai Rp. 44.585.808,-. SILPA tahun sebelumnya pun masih 
tersisa Rp 5.414.192,-. Gabungan dana tersebut mencapai Rp 
50.000.000,-. Dana tersebut kemudian dimasukkan dalam 
penyertaan modal desa yang akan dialokasikan untuk modal 




Penyusunan struktur pelaksana keuangan desa disesuaikan 
dengan Permendagri Nomor 113 tentang pengelolaan keuangan 
desa dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 59 Tahun 2015 tentang 
Pengelolaan Keuangan Dana Desa Kabupaten Sinjai. Kepala 
desa  Tongke-Tongke sebagai pemegang kuasa pengelolaan 
keuangan desa menindaklanjuti peraturan tersebut dengan 
mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tongke-Tongke 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis 
Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun 2016. 
Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa 
termasuk juga didalamnya penggunaan anggaran. Hasilnya 
anggaran pendapatan desa sebagaimana yang terdapat dalam 
tabel 4.9 di atas, akan digunakan untuk beberapa bidang 
pembiayaan sebagaimana yang terdapat dalam APBDesa 





Penggunaan Anggaran Pendapatan Desa 
Desa Tongke-Tongke 
Penggunaan Anggaran Pendapatan Desa  











a. Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan   252.475.000,00 
  b. Operasional Pemdes   146.742.840,60 
  c. Operasional BPD   9.090.000,00 
  
d. Pendataan & 
Pengolahan Profil   2.620.000,00 
  e. Pemilihan Kepala Desa   27.700.000,00 
  
f. Peringatan Hari-hari 
Besar Nasional   7.000.000,00 
  g. Operasional RT/RW   11.200.000,00 
2 
Bid. Pelaksanaan 
Pembangunan Desa 984.817.044,40   
  a. Rabat Beton jalan desa   308.486.004,90 
  b. Perintisan Jalan Desa   265.457.061,30 
  c. Pemeliharaan Jalan Desa   8.790.000,00 
  
d. Pembangunan Plat 
Deuker   22.139.104,00 
  e. Pembangunan Drainase   125.004.247,60 
  
f. Pembangunan 








MCK Umum   12.000.000,00 
  i. Rehab Tempat Ibadah   58.693.427,80 
3 
Bid. Pembinaan 
Kemasyarakatan  35.500.000,00   
  
a. Pembinaan & 
Pengembangan    Posyandu    15.000.000,00 
  
b. Pembinaan/Operasional 
PKK   12.000.000,00 
  
c. Pembinaan/Operasional 




d. Pembinaan Generasi 
Muda   2.500.000,00 
  e. Lembaga Keagamaan   3.500.000,00 
4 
Bid. Pemberdayaan 
Masyarakat 50.400.000,00   
  a. Peningkatan SDM BPD   3.000.000,00 
  
b. Pembinaan & 
Pengelolaan PAUD   19.400.000,00 
  c. Peningkatan SDM petani   13.000.000,00 
  
d. Pemberian modal & 






Sumber data: Kantor Desa Tongke-Tongke Tahun 2016 
 
Penggunaan anggaran desa sebagaimana yang tertera pada 
tabel di atas menunjukkan bahwa penggunaan anggaran desa 
didominasi oleh pembiayaan dibidang pembangunan dan 
penyelenggaraan pemerintahan desa. hal ini disebabkan oleh 
status Desa Tongke-Tongke yang merupakan desa hasil  
pemekaran. Sehingga prioritas pembiayaan lebih ditekankan pada 
pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. 
4.2.3 Pelaporan dan pertanggungjawaban 
Pelaporan dan pertanggungjawaban terkait pengelolaan 
keuangan desa dilakukan secara bertahap. Tahap pertama bulan 
Januari- Juni, tahap kedua bulan Juli-September, dan tahap ketiga 
bulan Oktober-Desember. Pada kenyataannya, laporan 
pertanggungjawaban ini sering terlambat mengingat hal ini 
merupakan hal baru bagi pemerintah desa yang masih dalam 
tahap pembelajaran. Keterlambatan ini mengakibatkan pencairan 
dana pun jadi terlambat. Hal ini di benarkan oleh salah satu 
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informan selaku penanggung jawab laporan pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan di Kecamatan Sinjai Timur, bapak Drs. 
Rusdi, M.Si: 
―Tahap pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa ini 
ada 3 tahap. Tahap pertama bulan Januari-Juni, tahap 
kedua bulan Juli-September, dan tahap ketiga bulan 
Oktober-Desember. Untuk tahap pertama sudah selesai, 
sekarang memasuki laporan tahap kedua. Untuk 
pelaporannya sendiri, hampir semua desa di Kecamatan 
Sinjai Timur ini terlambat. Hal ini disebabkan, bendahara 
desa sebagai pengelola Sistem Keuangan Desa 
(Siskeudes) perlu pembelajaran dan adaptasi terhadap 
aplikasi ini. Keterlambatan pelaporan ini tentu saja 
mengakibatkan dananya juga terlambat cair karena dana 
akan cair kalau sudah ada pelaporan tahap sebelumnya‖. 
(wawancara pada tanggal 3 November 2016) 
 
4.3 Pengelolaan Aset Desa 
Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa 
mendefinisikan Aset Desa sebagai barang milik desa yang berasal 
dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 
UU ini memberikan mandat bagi desa untuk mengatur dan 
mengelola aset serta kekayaan desa bagi peningkatan 
kesejahteraan dan taraf penghidupan masyarakat. 
Desa Tongke-Tongke yang sebagian besar wilayahnya 
berada di pesisir pantai ini sebenarnya menyimpan begitu banyak 
potensi. Hanya saja pemerintah dan masyarakat sekitar belum 
mengolah potensi tersebut untuk kesejahteraan hidup masyarakat. 
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Aset desa Tongke-Tongke sangat sedikit. Aset yang ada di 
desa Tongke-Tongke hanya berupa bangunan desa dan aset lainnya 
milik desa. Bangunan desa yang di maksud adalah kantor desa saat 
ini. Tempat dimana kantor desa tersebut berdiri, kepemilikannya atas 
nama pemerintah desa. Adapun aset lainnya milik desa yang 
dimaksud adalah kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan 





Barang dan Aset Desa Tongke-Tongke 
Tahun 2016 
No Jenis Barang Jumlah 
1 Kursi Plastik  2 buah/8 rusak 
2 Kursi Putar  1 buah 
3 Lemari Kayu  2 unit  
4 Meja Panjang 3 buah 
5 Wairless Toa 1 buah 
6 Microfon  2 buah 
7 Bingkai Foto  7 buah 
8 Komputer 2 unit 
9 Komputer Axio 1 unit 
10 Papan Profil  9 buah 
11 Tempat Sampah Plastik  2 buah 
12 Kursi Kayu Panjang 8 buah 
13 Kipas Angin 3 unit 
14 TV Sharp 21 Inc 1 unit 
15 Komputer Lenovo 1 unit 
16 Laptop Asus X 455 L 2 unit 
17 Laptop Asus  3 unit 
18 Print Canon Pixma IP2770 2 unit 
19 Sound System (Gio Audio) 1 buah 
20 Camera Canon Eos D1200 1 buah 
21 Print Canon 1 unit 
22 Print Epson L360 1 unit 
23 Print Epson L110 1 unit 
24 Print Epson L120 1 unit 
25 Kursi Futura Biru 24 buah 
26 LCD Proyektor Sony dan Layar 1 unit 
27 Keranda Mayat  1 set 
28 Lemari Kaca Arsip   2 buah 
29 Mesin Air Simizhu Besar Tabung 1 unit 
30 Mesin Air Simizhu 130 BIT 1 unit 
31 Mesin Air Sanyo 125 Watt 1 unit 
32 Pengaman Mesin Air 1 unit 
33 Hardisc Toshiba DT B310 1 unit 
34 Kursi Tamu 1 set 
35 Bossara  1 lusin 
36 Sendok  2 lusin 
37 Piring  1 lusin 
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38 Gelas  1 lusin 
39 Kompor Gas 1 Mata 1 set  
40 Ember  2 buah 
41 Motor Suzuki 1 unit 
42 AC Samsung 1 PK 1 unit 
43 Dispenser 1 unit 
44 meja 1/2 Biro  3 buah  
Sumber data: Kantor Desa Tongke-Tongke Tahun 2016 
Tabel di atas menunjukkan bahwa aset desa Tongke-Tongke 
sebagian besar adalah barang inventaris di kantor desa Tongke-
Tongke. Hal ini disebabkan oleh prioritas desa Tongke-Tongke saat 
ini adalah pemenuhan sarana dan prasarana dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa, mengingat desa ini 
merupakan hasil pemekaran tahun 2003 silam.   
Selain itu, aset-aset strategis yang ada di Desa Tongke-
Tongke tidak masuk dalam daftar aset desa Tongke-Tongke. Aset-
aset strategis yang dimaksud adalah wisata hutan mangrove, 
tambang pasir, tambak ikan dan peternakan ayam. Semua aset 
tersebut merupakan milik instansi dan perseorangan. Wisata hutan 
Mangrove dikuasai dan dikelola oleh Dinas Kelautan. Tambak ikan 
merupakan milik Pemda dan hasilnya masuk dalam Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Sinjai. Sedangkan tambang pasir dan peternakan 
ayam merupakan milik warga desa.  
Pengelolaan aset desa sebagaimana yang diamanatkan 
dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset 
Desa meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 
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pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindatanganan, 
penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian.  
4.3.1 Perencanaan  
Perencanaan kebutuhan barang merupakan salah satu 
faktor yang sangat penting dalam pengelolaan aset desa. 
perencanaan tersebut meliputi perencanaan pengadaan jenis 
barang serta jumlah pengadaan barang yang disesuaikan 
kebutuhan. Pengelolaan aset desa ini merupakan bagian dari 
rangkaian pengelolaan keuangan dalam tahap perencanaan. 
Artinya dalam hal perencanaan, baik dalam pengelolaan 
keuangan maupun pengelolaan aset desa, sama-sama dilakukan 
dalam Musrembang yang dihadiri oleh seluruh pemerintah desa, 
Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat dan 
masyarakat pada umumnya.  
Hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota BPD 
didapatkan informasi bahwa dalam Musrembang ini BPD 
mengusulkan pembangunan sarana publik sebanyak-banyaknya 
sebagai hasil penyerapan aspirasi dari masyarakat. Jadi 
pengadaan barang dan jasa lebih banyak diusulkn oleh 
pemerintah desa karena mereka yang lebih tahu sarana dan 
prasarana yang mereka butuhkan guna menunjang kinerja 
mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan.  
84 
 
Perencanaan ini dituangkan dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja (APB) Desa. hal ini disampaikan oleh Kepala 
Urusan Pembangunan, Akbar Hijri, S.Ip sebagai berikut: 
―… perencanaan jumlah kebutuhan barang yang telah 
disusun selanjutnya akan dituangkan RKA untuk 
dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 




Pengadaan aset desa dilakukan sebagaimana yang telah 
dituangkan dalam APBDesa. Sebagian besar barang dan aset 
desa Tongke-Tongke diadakan melalui pembelian langsung oleh 
pemerintah desa Tongke-Tongke sebagaimana yang terdapat 













Pusat Provinsi Kabupaten 
1 Kursi Plastik √       
2 Kursi Putar  √       
3 Lemari Kayu  √       
4 Meja Panjang √       
5 Wairless Toa √     √ 
6 Microfon √     
 7 Bingkai Foto √     √ 
8 Komputer √     √ 
9 Komputer Axio 
 
  √   
10 Papan Profil √       
11 
Tempat Sampah 
Plastik √       
12 
Kursi Kayu 
Panjang √       
13 Kipas Angin √       
14 TV Sharp 21 Inc √       
15 Komputer Lenovo √       
16 
Laptop Asus X 455 
L √       
17 Laptop Asus  √       
18 
Print Canon Pixma 
IP2770 √       
19 
Sound System 
(Gio Audio) √       
20 
Camera Canon 
Eos D1200 √       
21 Print Canon √       
22 Print Epson L360 √       
23 Print Epson L110 √       
24 Print Epson L120 √       
25 Kursi Futura Biru √       
26 
LCD Proyektor 
Sony dan Layar √       
27 Keranda Mayat  √       
28 Lemari Kaca Arsip  √       
29 
Mesin Air Simizhu 




Mesin Air Simizhu 
130 BIT √       
31 
Mesin Air Sanyo 
125 Watt √       
32 
Pengaman Mesin 
Air √       
33 
Hardisc Toshiba 
DT B310 √       
34 Kursi Tamu √       
35 Bossara √       
36 Sendok √       
37 Piring √       
38 Gelas √       
39 
Kompor Gas 1 
Mata √       
40 Ember √       
41 Motor Suzuki √       
42 AC Samsung 1 PK √       
43 Dispenser √       
44 meja 1/2 Biro √       
Sumber data: Kantor Desa Tongke-Tongke Tahun 2016 
Pengadaan barang dan aset desa Tongke-Tongke 
sebagian besar dilakukan oleh pemerintah desa sendiri 
menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDesa) Tongke-Tongke. Bantuan dari pemerintah, baik 
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah 
kabupaten sangat sedikit. Jika bantuan itu yang diandalkan oleh 
Pemerintah Desa guna penyelenggaraan pemerintahan di desa, 







Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa sepanjang 
tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan 
pemerintahan desa dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama 
pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna 
dengan tidak mengubah status kepemilikan. 
Pemanfaatan aset desa Tongke-Tongke yang pernah 
dilakukan adalah kerjasama pemanfaatan aset desa. aset desa 
yang dimaksud adalah hewan ternak berupa sapi. Sapi tersebut 
dikelola_dipelihara oleh salah seorang warga desa Tongke-
Tongke. Sapi tersebut dikembangbiakkan kemudian dijual. 
Namun dalam pengelolaan hewan ternak tersebut, tidak terlepas 
dari masalah, antara lain sapi-sapi tersebut ada yang sakit, 
hingga akhirnya mati. Sapi yang dijual pun masih sangat muda, 
sehingga harganya tentu saja tidaklah seharga sapi dewasa. 
Penjualan sapi yang masih muda tersebut dilakukan karena takut 
sapi tersebut mati.Hasil penjualan sapi kemudian dibagi hasil 
antara pemerintah desa dengan pengelola. Bagi hasil inilah yang 
kemudian masuk dalam Pendapatan Asli Desa (PAD) desa 
Tongke-Tongke.   
Pemanfaatan aset-aset lainnya sebagaimana yang tertera 






Pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar 
semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk 
digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna. 
Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang 
dalam unit pemakaian, tanpa mengubah, menambah atau 
mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehingga dapat 
dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan 
baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan. 
Pemeliharaan merupakan hal yang paling sulit dilakukan 
oleh pemerintah desa Tongke-Tongke dalam pengelolaan aset 
desa  ini. Aset desa yang berupa barang inventaris kantor desa 
seringkali tidak terjaga. 
4.3.5 Penatausahaan  
Penatausahaan adalah kegiatan yang meliputi 
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset desa. dalam 
penatausahaan aset desa di Tongke-Tongke, seringkali 
mengalami tumpang tindih. Pemerintah desa belum mampu 
untuk menginventarisir barang dan aset desa secara baik. Hal 
ini mengakibatkan barang atau  aset yang sudah dimasukkan 
dalam buku inventaris, ternyata juga dimasukkan dalam daftar 




4.3.6 Penghapusan  
Aset desa yang rusak berat dan sulit untuk diperbaiki akan 
dilakukan penghapusan. Aset desa yang dihapus dalam daftar 
barang dan aset desa Tongke-Tongke sebagian besar 
merupakan inventaris kantor desa, seperti kursi dan printer. 
 
Dari serangkaian pengelolaan aset yang telah disebutkan 
diatas sepertinya pengelolaan aset belum menjadi prioritas bagi 
pemerintah desa Tongke-Tongke. Hal ini disebabkan aset desa 
Tongke-Tongke sangat sedikit.  Hal ini sangat disayangkan 
mengingat potensi desa ini cukup besar, khususnya potensi sebagai 
desa pesisir. Aset desa yang seharusnya diadakan seperti tambatan 
perahu, pelelangan ikan dan pasar desa, nyatanya hingga saat ini 
belum ada perencanaan untuk pengadaannya. 
Contoh lain, wisata hutan Mangrove di Desa Tongke-Tongke 
yang saat ini  banyak digandrungi tidak hanya oleh wisatawan lokal, 
tapi wisatawan dari luar kota bahkan wisatawan dari luar negeri ini, 
ternyata belum menunjukkan peningkatan perekonomian bagi 
masyarakat di sekitar objek wisata tersebut. Pengelolaannyapun 
hampir meniadakan peran Pemerintah Desa setempat, dalam hal ini 




4.4 Kesiapan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan  dan 
Aset Desa  
Perangkat desa sebagai penanggung jawab jalannya roda 
pemerintahan desa mememiliki peran yang sangat menentukan 
keberhasilan pembangunan masyarakat, karena desa menjadi titik 
berat pembangunan dalam sistem otonomi daerah. Melihat betapa 
pentingnya peran dan tanggung jawab perangkat desa, perangkat 
desa dituntut untuk memiliki kesiapan dalam menjalankan 
pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan 
aset desa merupakan inti dari penelitian ini. Kesiapan yang dimaksud 
tersebut adalah kesiapan organisasi, kesiapan sistem, kesiapan 
aparatur pemerintah desa, dan kesiapan sarana dan prasarana yang 




4.4.1 Kesiapan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan 
Desa 
4.4.1.1 Kesiapan Organisasi 
Kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan 
keuangan desa membutuhkan organisasi yang memang 
diperuntukkan untuk mengurus keuangan dan aset desa. 
Terlebih lagi hal tersebut memang diamanatkan dalam 
peraturan perundangan-perundangan yang ada diatasnya.  
Untuk pengelolaan keuangan, pengaturannya 
berpedoman pada Permendagri No 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan dalam 
skala kabupaten, pengaturannya ada dalam Peraturan 
Bupati Sinjai Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 
Keuangan Dana Desa Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu, 
kepala desa Tongke-Tongke menindaklanjuti peraturan 
tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala 
Desa Tongke-Tongke Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan 
Desa (PTPKD) Tahun 2016.  
Dalam surat keputusan ini, ditunjuk beberapa nama 
dari Pemerintah desa yang menjadi pelaksana teknis 
pengelolaan keuangan desa  (PTPKD) Tahun 2016 




Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) 
Tahun 2016 












Desa Koordinator PTPKD 
3 Irsan Ramli 
Bendahara 
Desa Bendahara Desa 




















Sumber data: Kantor Desa Tongke-Tongke Tahun 2016 
 
Dengan adanya penunjukan pelaksana teknis 
pengelolaan keuangan desa ini menandakan adanya 
struktur organisasi dalam pengelolaan keuangan desa di 
Desa Tongke-Tongke. Adapun wewenang dan tugas dari 
pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa menurut 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut. 
1) Kepala desa 
Kepala desa adalah pemegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah 
desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang 
dipisahkan. Dalam hal ini, kepala desa memiliki 
kewenangan, sebagaimana diatur dalam Permendagri 
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Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan 
Desa pasal 3 ayat (2) sebagai berikut : 
a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB 
Desa; 
b) Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan 
Keuangan Desa (PTPKD); 
c) Menetapkan petugas yang melakukan 
pemungutan penerimaan desa; 
d) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang 
ditetapkan dalam APB Desa; 
e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran atas beban APB Desa. 
 
2) Sekretaris desa 
Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD 
membantu kepala desa dalam melaksanakan 
pengelolaan keuangan desa. Adapun tugas sekretaris 
desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan keuangan Desa pasal 5 ayat (2) 
adalah sebagai berikut: 
a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan 
pengelolaan APB Desa; 
b) Menyusun rancangan peraturan desa mengenai 
APB Desa, perubahan APB Desa dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; 
c) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan 
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa; 
d) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APB Desa; 
e) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti 
penerimaan dan pengeluaran APBDesa. 
 
3) Bendahara desa 
Bendahara desa merupakan salah satu unsur 
dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan 
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keuangan. Adapun tugas bendahara desa menurut 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan keuangan Desa pasal 7 ayat (2) adalah: 
menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 
penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran 
pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan 
APBDesa.  
4) Kepala Seksi 
Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari 
PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan 
sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 
43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak 
terdiri dari 3 seksi. Tugas Kepala Seksi menurut 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan keuangan Desa pasal 6 ayat (2) adalah 
sebagai berikut: 
a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang 
menjadi tanggungjawabnya; 
b) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama 
Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah 
ditetapkan di dalam APB Desa; 
c) Melakukan tindakan pengeluaran yang 
menyebabkan atas beban anggaran belanja 
kegiatan; 
d) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 
e) Melaporkan perkembangan pelaksanaan 
kegiatan kepada Kepala Desa; 
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f) Mengajukan dokumen anggaran atas beban 
pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 
 
4.4.1.2 Kesiapan Sistem 
Pengelolaan keuangan desa mulai dari proses 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan 
sampai pada proses pertanggungjawaban dilakukan 
dalam satu aplikasi yang disebut dengan Sistem 
Keuangan Desa (Siskeudes).  Aplikasi sistem keuangan 
desa ini hanya boleh dipasang dalam laptop yang 
dipegang oleh Bendahara Desa. Sehingga yang mampu 
mengoperasikan aplikasi tersebut hanya Bendahara Desa. 
Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 
merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam 
rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. 
Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi pengelolaan keuangan 
desa ini dibuat sederhana dan user friendly sehingga 
memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi 
Siskeudes.  
Dengan proses peng-input-an sekali sesuai dengan 
transaksi yang ada, dapat menghasilkan output  berupa 
dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang 
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sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara 
lain: 
1) Dokumen penatausahaan; 
2) Bukti penerimaan; 
3) Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 
4) Surat Setoran Pajak (SSP); 
5) Dan dokumen-dokumen lainnya; 
6) Laporan-laporan; 
7) Laporan penganggaran (Perdes APBDesa, RAB, 
APBDesa per sumber dana); dan 
8) Laporan penataan (Buku Kas Umum, Buku Bank, 
Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register). 
Adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa 
(Siskeudes) ini, menandakan kesiapan sistem pemerintah 
desa dalam mengelola keuangan desa di Desa Tongke-
Tongke.  
Namun Siskeudes ini harus tetap dibarengi dengan 
SOP yang tidak berbasis aplikasi tapi merupakan 
kesepakatan dari pemerintah desa dan pemerintah 





4.4.1.3 Kesiapan Sumberdaya Manusia 
Salah satu faktor yang mempengaruhi tata kelola 
pemerintahan adalah sumber daya manusia (SDM) 
pengelola itu sendiri. Untuk mengukur SDM pemerintah 
desa dapat pula dilihat dari aspek pengalaman dan 
pendidikannya serta pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti 
yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
terhadap lama mengabdi aparat pemerintah desa di desa 
Tongke-Tongke dalam menjalankan organisasi 
pemerintahan desa didapatkan bahwa pengalaman kerja 
pemerintah desa Tongke-Tongke cukup beragam, mulai 
dari hitungan bulan hingga hitungan tahun. Lama 
mengabdi aparat sangat berpengaruh terhadap 
pengalaman kerja dan kecakapan dalam 





Tahun Mengabdi aparat pemerintah desa 
Di Desa Tongke-Tongke 












Sekretaris Desa 2003 
3 Irsan Ramli Bendahara Desa 2016 











Kaur Umum 2014 
Sumber data: Kantor Desa Tongke-Tongke Tahun 2016 
Dari data di atas, Penjabat Kepala Desa dan 
Bendahara merupakan pemerintah desa yang baru 
menjabat di tahun 2016 ini. Untuk Penjabat Kepala Desa, 
hal tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerjanya, 
karena sebelum diamanahkan menjadi penjabat kepala 
desa Tongke-Tongke, beliau merupakan pegawai 
kecamatan sebagai kepala seksi pemerintahan di 
Kecamatan Sinjai Timur.  Sedangkan untuk bendahara 
desa, pengalaman kerja yang baru terhitung bulan 
tersebut, sangat berpengaruh terhadap kinerjanya dalam 
menjalankan tugas kebendaharaan.  
Berikut merupakan data hasil penelitian mengenai 
tingkat pendidikan aparatur pemerintah desa yang juga 
99 
 
ditunjuk sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan 
Keuangan Desa di desa Tongke-Tongke. 
Tabel 17 




1 Drs Muh Rusdi M.Si S2 
penjabat Kepala 
Desa 
2 Yusri Al‘Usra A.Ma D2 Sekretaris Desa 
3 Irsan Ramli SMA Bendahara Desa 
4 Rafika S.Pd.I S1 Kaur Pemerintahan 
5 Akbar Hijri S. Ip  S1 Kaur Pembangunan 
6 Rosmina Benteng SMA Kaur Umum 
      Sumber data: Kantor Desa Tongke-Tongke Tahun 2016 
Latar belakang pendidikan dari pemerintah desa 
Tongke-Tongke cukup tinggi, terutama kepala desa dan 
kepala urusan pemerintahan dan pembangunan  yang 
merupakan sarjana. Sementara Sekretaris desa saat ini 
tengah melanjutkan pendidikan untuk mendapat gelar 
sarjana. Hal ini menunjukkan pemerintah desa Tongke-
Tongke dijabat oleh orang-orang yang berpendidikan 
tinggi, meskipun bendahara dan kepala urusan umum 
yang masih lulusan SMA. Tapi kesempatan mereka untuk 
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi 
terbuka lebar. Khususnya bendahara desa yang baru lulus 
SMA 2 tahun lalu.   
Adapun pelatihan-pelatihan yang diberikan dalam 
menunjang kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan 
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keuangan desa masih minim dan tidak merata ke semua 
aparat pemerintah desa. 
Tabel 18 
Pelatihan yang pernah diikuti 
Pemerintah Desa Tongke-Tongke 
No Nama Jabatan 








1. Pelatihan Peningkatan 
Kapasitas Pemerintah 
Desa, Bendahara dan 
Sekretaris Desa 
2. Pelatihan penyusunan 
RPJMDesa 
3. Pelatihan perencanaan 
pembangunan partisipatif 








1. Pelatihan Peningkatan 
Kapasitas Pemerintah 
Desa, Bendahara dan 
Sekretaris Desa 
2. Pelatihan penyusunan 
RPJMDesa 







Pelatihan tentang Aplikasi 








Kapasitas Pemerintah Desa, 









Kapasitas Pemerintah Desa, 







Kapasitas Pemerintah Desa, 
Bendahara dan Sekretaris 
Desa 




Intensitas Kepala desa sebagai pemegang kuasa 
keuangan desa dalam mengikuti pelatihan terbilang 
sering, ditambah lagi intensitas mengikuti berbagai rapat 
yang tentu saja menambah wawasan Kepala Desa terkait 
pengelolaan  keuangan desa. Hal ini disampaikan oleh 
Kepala Desa berikut ini. 
―…sebagai kepala desa, kami bisa memahami 
sebagian besar terkait UU desa yang baru ini, 
termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Karena 
kepala desa sering mengikuti pelatihan, itu  juga 
yang membedakan antara kepala desa dan 
perangkat desa. Kepala desa ada pelatihannya 
kemudian banyak rapat-rapatnya, sehingga banyak 
informasi yang didapat dari situ‖. (wawancara pada 
tanggal 3 November 2016) 
 
Sementara bagi aparat pemerintah desa 
dibawahnya seperti bendahara desa baru 1 kali mengikuti 
pelatihan setelah dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa, khususnya pelatihan tentang Aplikasi 
Sistem Keuangan Desa atau yang disingkat dengan 
Siskeudes. Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan 
oleh bendahara desa Tongke-tongke, Irsan Ramli dalam 
wawancara berikut ini. 
―Selama jadi bendahara, yaitu sejak direkrut pada 
bulan Maret 2016 ini, baru 1 kali kami mengikuti 
pelatihan, yaitu pelatihan  tentang aplikasi Sistem 
Keuangan Desa yang diadakan di hotel Rofina, 
Sinjai.‖ (wawancara  tanggal 2 November 2016) 
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Senada dengan yang disebutkan oleh bendahara 
desa, para kepala urusan pun baru satu kali mengikuti 
pelatihan setelah diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa. Hal tersebut disebutkan oleh kepala urusan 
Pemerintahan, Rafika S.Pd.I dan Akbar Hijri, S.Ip selaku 
kepala urusan Pembangunan Desa Tongke-Tongke 
berikut ini. 
―Setelah diterbitkannya UU desa yang baru ini, baru 
satu kali kami mengikuti pelatihan. Pelatihan 
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa, 
Bendahara dan Sekretaris Desa namanya. Pelatihan 
ini digelar akhir tahun 2015 di salah satu hotel di 
Makassar‖.   
 
―Pelatihan peningkatan kapasitas ini digelar selama 
4 hari.  Yang dibahas dalam pelatihan tersebut, 
antara lain sosialisasi UU Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Desa, sosialisasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa, sosialisasi Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Teknis Peraturan di Desa‖. (Wawancara 
tanggal 31 Oktober 2016)  
 
Dari data dan pemaparan yang diberikan oleh 
pemerintah desa, terkhusus Pelaksana Teknis Pengelola 
Keuangan Desa (PTPKD), peneliti menyimpulkan bahwa 
kesiapan sumber daya pemerintah desa dalam 
pengelolaan keuangan desa belum maksimal. Hal 
tersebut terlihat dari pelatihan-pelatihan yang diberikan 
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terkait pengelolaan keuangan desa masih sangat 
sedikit,khususnya kepada bendahara dan kepala urusan. 
 
4.4.1.4 Kesiapan Sarana dan Prasarana 
Dalam proses perencanaan keuangan desa, 
Musrenbangdes diadakan di aula kantor desa Tongke-
Tongke. Aula ini dapat menampung seluruh Pemerintah 
Desa, anggota BPD, dan tokoh masyarakat dari setiap 
dusun. Kebutuhan lain seperti: kipas angin, mikrofon, kursi 
dan meja juga tersedia di kantor desa Tongke-Tongke.   
Dalam hal pelaporan dan pertanggungjawabannya, 
sarana dan prasarana yang dibutuhkan tidaklah banyak. 
Karena pengelolaan keuangan desa saat ini ada dalam 
satu aplikasi yang disebut dengan Sistem Keuangan Desa 
(Siskeudes). Sarana dan prasarana yang dibutuhkan 
antara lain komputer, laptop, jaringan internet, hardisk, 
printer dan kalkulator. Di desa Tongke-Tongke, sarana 
dan prasarana tersebut sudah tersedia dan kualitasnya 
pun terjamin.  
Hal ini sesuai dengan pernyataan penjabat Kepala 
Desa Tongke-Tongke, Drs. Rusdi, M.Si terkait penyediaan 
sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam 
pengelolaan keuangan desa berikut ini. 
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―Sarana dan prasarana seperti laptop dan wifi sudah 
diadakan di desa dan itu sudah cukup karena semua 
pengelolaan keuangan desa ada diaplikasi yang 
dipasang di laptop‖.  (Wawancara pada tanggal 3 
November 2016) 
 
4.4.2 Kesiapan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Aset Desa 
4.4.2.1 Kesiapan Organisasi 
Pengelolaan aset desa merupakan hal yang penting 
dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 
sepertinya dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan 
aset desa pun kini dibuatkan peraturan khusus sebagai 
tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, yaitu Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan Aset Desa.  
Salah satu amanat dari peraturan tersebut adalah 
ditetapkannya pembantu pengelola dan petugas/pengurus 
aset desa oleh kepala desa sebagai pemegang kekuasaan 
pengelolaan aset desa. Namun hingga saat ini, kepala desa 
Tongke-Tongke belum mengeluarkan Surat Keputusan 
terkait penunjukan pembantu pengelola dan 
petugas/pengurus aset desa Tongke-Tongke. Hal ini 
disebabkan oleh belum adanya sosialisasi terkait 





4.4.2.2 Kesiapan Sistem 
Sistem pengelolaan aset desa di desa Tongke-Tongke 
hingga saat ini masih berlangsung manual. Proses 
pengelolaan dari perencanaan hingga penghapusan masih 
dikerjakan sendiri oleh pemerintah desa.  
4.4.2.3 Kesiapan SDM 
Berbeda halnya dengan kesiapan organisasi dan 
sistem, kesiapan SDM dalam pengelolaan aset desa kini 
mulai digalakkan dengan diadakannya pelatihan-pelatihan 
kepada pemerintah desa terkait pengelolaan aset. Yang 
menjadi permasalahan adalah desa Tongke-Tongke hanya 
memiliki aset yang sebagian besar adalah barang inventaris 
kantor. Sementara dalam pelatihan-pelatihan yang pernah 
dilakukan membahas tentang bagaimana mengelola 
potensi-potensi desa guna meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa.  Jadi pelatihan-pelatihan yang telah 
diikuti belum bisa diterapkan secara langsung oleh 
pemerintah desa dalam hal pengelolaan aset desa. 
4.4.2.4 Kesiapan sarana dan prasarana 
Sarana dan prasarana dalam pengelolaan aset desa 
antara lain buku inventaris aset. Dalam buku inventaris aset 
tersebut tersirat bagaimana pengadaan aset desa 
dilakukan, pemeliharaan dan proses pengelolaan aset 
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lainnya. Buku inventaris aset desa Tongke-Tongke sudah 
tersedia, hanya saja pembaruan aset desa tidak dilakukan 
secara berkala. Pembaruan aset desa akan dilakukan 
apabila ada proses serah terima jabatan dari desa lama 
kepada kepala desa baru, atau saat ada barang dan aset 
yang baru. itupun langsung ditambahkan saja item barang 
tersebut, tanpa mengecek kondisi barang atau aset desa 











Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis 
meyimpulkan 2 aspek. Pertama, kesiapan pemerintah desa dalam 
pengelolaan keuangan desa di Desa Tongke-Tongke. Pengelolaan 
keuangan desa Tongke-Tongke sudah berjalan sebagaimana yang 
telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Meskipun masih butuh pembenahan dari semua pihak yang 
terkait. Kesiapan pemerintah desa Tongke-Tongke dalam 
pengelolaan keuangan desa penulis jabarkan dalam rincian berikut 
ini. 
a. Kesiapan organisasi sudah terpenuhi dengan adanya Surat 
Keputusan Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 
(PTPKD) Tahun 2016.  
b. Kesiapan sistem sudah terpenuhi dengan adanya aplikasi 
Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Namun Siskeudes ini 
harus tetap dibarengi dengan SOP yang tidak berbasis 
aplikasi tapi merupakan kesepakatan dari pemerintah desa 
dan pemerintah diatasnya, sehingga dapat terpenuhi standar 
moriil dan materilnya.  
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c. Kesiapan SDM masih kurang mumpuni. Pelatihan-pelatihan 
yang diberikan berkaitan dengan pengelolaan keuangan 
masih kurang dan tidak merata kepada seluruh aparatur 
pemerintahan desa.   
d. Kesiapan sarana dan prasarana dalam pengelolaan 
keuangan desa cukup memadai. Hal ini dikarenakan fasilitas 
dalam pengelolaan keuangan menjadi prioritas dalam 
perencanaan anggaaran di desa Tongke-Tongke.  
Kedua, kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan aset 
desa di desa Tongke-Tongke. Kesiapan pemerintah desa Tongke-
Tongke dalam pengelolaan aset desa tidak sama seperti kesiapan 
pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan. Kesiapan 
pemerintah desa khususnya kesiapan organisasi, kesiapan sistem, 
kesiapan SDM dan kesiapan sarana prasarana,  dalam pengelolaan 
aset desa bisa dikatakan tidak ada. Hal ini disebabkan beberapa hal: 
1. Aset desa Tongke-Tongke sangat sedikit sehingga 
pengelolaannya dikesampingkan dan dilakukan seadanya 
saja. 
2. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan aset 
desa belum pernah disosialisasikan kepada pemerintah desa 
sehingga pengelolaan aset desa dilakukan seperti sebelum-





Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis 
menyarankan beberapa hal terkait kesiapan pemerintah desa dalam 
pengelolaan keuangan dan aset desa di desa Tongke-Tongke: 
1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan pengelolaan keuangan dan aset desa perlu dilakukan 
secara masif kepada pemerintah desa. 
2. Mengadakan pelatihan secara kontinyu dan merata kepada 
pemerintah desa serta mengevaluasi kinerja  untuk 
mengetahui sejauh mana pemerintah desa menerapkan ilmu 
yang mereka dapat dalam pelatihan.   
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam 










Huda, Ni‘matul. 2015. Hukum Pemerintahan Desa.Yogyakarta: Setara 
Pres 
 
Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah 
Desa. Jakarta: Erlangga. 
 
Silalahi, Ulber. 2011. Asas-asas manajemen. Bandung: Refika Aditama. 
 
Widjaja..2003. Otonomi Desa. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 
 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2015. 
―Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan 
Desa‖. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 
 
 
Skripsi, Tesis dan Jurnal 
Herlina, Hetti. 2013. ―Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiapan  
Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010” Skripsi. 
Dipublikasikan. Universitas Negeri Padang. 
(unp.ac.id/file?...%20Analisis%20faktor-faktor%20...). {5 Mei 2016} 
 
Wiyono, Adrianto Sugiarto. 2008. ―Hubungan Kepemimpinan dengan 
Kesiapan Implementasi Knowledge Management dalam Organisasi”. 
Jurnal (http://rianadrianto.files.wordpress.com/2008/06/kepemimpinan-
dankesiapan-km.pdf). {5 Juni 2016} 
Budiarti, Melda. 2016. ―Kesiapan dan Strategi Pemerintah Desa dalam 
Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Studi Penelitian di Desa Sumur Tujuh, Kec. Wonosobo, Kab. 
Tanggamus)‖. Skripsi. Universitas Lampung. (http://digilib.unila.ac.id/.../...) 
{21 Desember 2016} 
Primasari, Andin Niantima. 2011. ―Pengaruh Restrukturisasi Organisasi 
Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 
Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan dan 
Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan‖. Tesis. Dipublikasikan. 
Universitas Andalas. (http://Repository.unand.ac.id/16801/1/tesis.pdf)  {3 
Januari 2017} 
Hadiyanti, Rini. 2013. ―Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah 
Kota Samarinda. (http://Ejournal.ip.fisip.ummul.ac.id). {3 Januari 2017} 
111 
 
Azman, Tengku. 2015. ―Analisis Komitmen Organisasi, Kesiapan 
Sumberdaya Manusia, Infrastruktur srta Sistem Informasi dalam 
menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi 
pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti). 
(http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JS.../3124) {3 Januari 2017}. 
Diansari, Rani Eka. 2016. ―Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi 
Penerapan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi pada Desa Pateken 
Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah). 
(http://ejournal.pgri.ac.id/index.php/...../) {3 Januari 2017}. 
Eka, Radiana. 2016. ―Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan 
Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten 
Enrekang‖. 
Sutiyono, 2009. ―Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus 
Desa Seling Kecamatan Karang Sambung Kabupaten Kebumen Tahun 




Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa 
 
Undang-Undang Nomor  22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah 
 
Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintah Daerah. 
 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 
2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan Aset Desa 








   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
